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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September
1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian
menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
.l alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be
-
B ta t te
e
- 5a 5 es (dengan tiik di atas)
jim J je
'd
- ha h ha (dengan ttik di bawah)
_ kha kh ka dan ha
C




dal d de
zal z zet (dengan titik di atas)
ra r er
zak z zet
sin s €s
syin sy es dan ye
sad $ es (dengan titik di bawah)
dad d de (dengan titik di bawah)
ta 1 te (dengan titik di
bawah)
za z zet (denyan titik di bawah)
‘ain koma terbalik ke atas
xi




.C gain g ge
s fa ef
3 qaf q ki
4 kaf ka
J lam el
; mim m em
g nun en
P wawu w we
. ha ha
. hamzah apostrof
i ya y e

Xii




2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transtiterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin | Nama
- Fathah a a
— Kasroh i i
2 damah u u
Contoh: &5~ - kataba Lal - yazhabu
J3 - faala Je — su'ila

2} Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkaf) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gahungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
S Fathah dan ya ai adani
§— Fathah dan au adanu
wawu
Contoh: :.JLS - kaifa J_,Js ~ haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Mama
Huruf Tanda
$ - fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
G kasrah dan ya T 1 dan garis di
atas
dammah dan T u dan garis di
¥
" -
1_ wawu atas
Contoh:
JU - qala . J—é -qila
s* - fama J s — yaqilu

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta marbatah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakar Jathah | kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah /v/.

Xiv




2) Ta marbutah mati
Ta marbufah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah /h/,

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/, serta bacaan kedua kata ity terpisah

maka fa marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:
Juibs 1 Loy, Raudah al-Atfai
o5 5t azull al-Madinah al-Munawwaruh
il Talhah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huryf yang sama dengan
Yuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Li-_: J- rabbana
J% — nazzala
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6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J', namun dalam transliterasinya kata sar.dang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

t) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu buruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf sJang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh buruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanda sambung atau hubung.

Contoh:

Jo= -« ar-rajulu

oLt - al-gafamu

7. Hamzab
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah ity terletaic

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif,

xvi



Contoh:

Hamzah di awal Jst akala
Hamzah di tengah 0 yasls ta’khudziina
Hamzah di akhir o 5 an-nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karcna ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

B3 e b 1 0l

o\),uw,ﬂ g3 4L

xvii

: wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

- fa aufu al-kaila wa al-mizana
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian yang masih belum menentu mengakibatkan
tingginya risiko suatu perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan.
Kesalahan prediksi terhadap kelangsungar: operasi suatu perusahaan di masa
yang akan datang dapat berakibat fatal yaitu kehilangan pendapatan atau
investasi yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan.'

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
disebut dengan UUPT adalah peraturan yang mengatur tentang Perseroan
Terbatas.

Dalam pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam undang- undang serta peraturan pelaksanzannya.

Secara etimologi , kata “corporation” yang berasal dari bahasa Latin
yaitu corpus, yang berarti suatu badan (body). Corporation menurut
Black Law Dictionary adalah an entity (Usu. a business ) having
authority under law to act a single person distinct Jrom the
shareholders who own and having rights to issue stock and axists
idefinitely a group of sucession of persons estabilished in accordance
with legal rule irto a legal or juristic person that has legal personality
distinct from the natural persons who make it up, exists idefinitely
apart, Jfrom them, and has the lcgal power that its constitution gives
1.

' Surah Sumah, Perbandingan Keietapan Klasifikasi, Model Prediksi Kepailitan Berbasisi
Alrual dan Berbasis Aliran Kas, (Bogor: Tazkia, 2006), hal, 27.

? pasal | ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

' Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi dan Pemilik p 7, (Jakarta: Forum

Sahabat 2008), hal. 7.



Rumusan di atas menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum
yang dipersamakan dengan manusia. Sebagai badan hukum, korporasi
dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua
kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaan sendiri, terlepas dari
harta kekayaan para pemegang sahamnya.*

Korporasi dicirikan pada sifat tanggungjawab vang terbatas dari para
pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan mudah sekali untuk
diperjualbelikan atau diperdagangkan dan keberadaannya diakui secara terus
menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat
pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat
“in corporation”. Dengan dinyatakannya suaty perusahaan  sebagai
incorporated, maka sifat badan hukum dengan sifat tanggungjawabnya yang
terbatas hadir demi hukum demi kepentingan pemegang saham korporasi,
UUPT menyatakan pada saat incorporation adalah pada saat memperoleh
pengesahan dari menteri Hukum dan HAM.?

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karakieristik mendasar darj
Suatu perseroan terbatas adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban
terbatas dari perseroan terbatas. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah
badan hukum dikenal dengan sebutan “rech person” dan dajam perpustakaan
tradisi hukum common law sering kali disebut dengan istilah-istilah legal

\ L S . . 6
entily, Juristic person, atau artificial person.

*Ibid,... hal, 7.
* Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
® Gunawan Widjaja, Risiko..., hal. 12.




Sebagai artificial person, perseroan tidak mungkin bertindak sendiri,
perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjatankan dirinya sendiri, Dalam
hukum perseroan, untuk menggerakan perseroan, perseroan dibagi dalam
organ yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.
Untuk membentu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya
dibentuklah organ-organ. Yang secara teoteritis ini disebut organ theory
untuk itu dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas antara lain: Direksi,
Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.’

Pengurusan perseroan terbatas dilakukan oleh orang-perorangan yang
ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan
Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris).

Menurut pasal 1 ayat 5 undang-undang perseroan terbatas Direksi
adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.®

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Direksi perseroan dalam
menjalankan tugasnya harus senantiasa:

[. Beritikad baik.
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan bukan kepentingan
pemegang saham semata-mata,

3. Dengan tingkat kecermatan yang wajar dengan Ketentuan bahwa Direksi

tidak diperkenankan untuk memperluas dan mempersempit ruang gerak.

" Gunawan Widiaja, 150 Tanya Jawab fentang P.T, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008),
hal, 49,
¥ Pasal 1 ayat (5) Undang-lindang Perseroan Terbatas.




4. Tidak diperkenankan dalam keadaan yang dapat mengakibatkan
kepentingan kewajiban terhadap perseroan berbenturan dengan
kepentingan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, karena mencermikan
bahwa antara Direksi dan perseroan terdapat hubungan saling
ketergantungan.®

Dengan demikian, pengurusan perseroan berbicara tentang hubungan
internal, yaitu hubungan antara Direksi dengan perseroan dan pemegang
saham. Adapun perwakilan perseroan berbicara tenwang hubungan eksternal
yaitu hubungan dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum
untuk dan atas nama perseroan. Oleh karena itu tanggung jawab Direksi dapat
dibedakan menjadi:

]. Tanggung jawab internal Direksi yang meliputi tanggung Jjawab Direksi
terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan.

2. Tanggung jawab ekternal Direksi, yaitu meliputi tanggung Jjawab Direksi
kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum baik langsung
maupun tidak langsung dengan persercan.'?

Sedangkan pengawasan perseroan dilakkan oleh dewan komisaris,

Dewan Komisaris dalam UUPT pasal 1 ayat 6 adalah Qrgan pers=roan

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atay khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direl:si.

Anggota Dewan Komisaris disebut dengan nama Komi.aris berarti

tugas Dewan Komisaris melakukan:

® Gunawan Widjaja, Risiko..., hal. 44.
19 jono, Hukum Kepaititan, (Jakarta: Sinar Gratika, 2008), hal. 62.



1) Pengawasan atas kebijakan p:ngurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

2) Memberi nasihat kepada Direksi.

Ada beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur dalam
anggaran dasar antara lain:

1) Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang
dilakukan oleh Direksi

2) Memeriksa buku, dokumen, dan kekayan perseroan.

3) Memberikan teguran petunjuk dan nasihat kepada Direksi.

4) Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perscroan
menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi
yang bersalah tersebut. Untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk
mendapatkan keputusan lebih lanjut."

Karakteristik darj suatu perseroan terbatas adaiah adanya pemisahan
antara pemilfkan (saham) dalam perseroan dan pengurusan perseroan terbatas.
Pemegang saham perscroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki,"?

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta k=kayaan
pribadi pendiri perseroan atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada
pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari JENTUNUS  perseroan

terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atay

'! 1bid,. hal. 68.
"2 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan ‘T'erbatas,




pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi pemegang saham
dalan. keterlibatannya terhadap kegiatan onerasional perseroan bahkan juga
untuk melakukan pengawasan seca:a terus-menerus dari waktu ke waktu
terhadap jalannya kegiatan perseroan secara langsung peran pemegang saham
ini kemudian disederhanakan menjadi peran yang diletakan dalam rapat
umum pemegang saham setiap tahunnya. Dalam hal tertentu, yang
diperkirakan membawa akibat mengarah finansial atau kebijakan yang luas
dan besar bagi perseroan. Keterlibatan pemegang sahim juga dapat
dimintakan, yang terwujud dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham.

Hal tersebut di atas pada akhimya memberikan kebebasan kepada
pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keunturgan bagi
perseroan, dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan perseroan. '

Untuk mengukur, sampai seberapa jauh tanggung jawab Direksi dalam
melakukan ﬁcngurusan dalam mencapai tajuan PT. yang sudah ditetapkan
dalam anggaran dasar, Dircksi harus membuat dan melaksanakan rencana
kerja. Dalam hal kerugian setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan beryalah

atau lalai dalam melakukan tugasnya.'*

'* Gunawan Widjaja, fHak Individu Kolektiv Parg Pemegang Saham, (Jakarta:
Forum Sahabat 2008), hal. 66.
' Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.




Sedangkan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab
secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah
atau lalai dalam menjalankan tugasnya.!’

Apabila perseroan mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab
atas kerugian tersebut siapa? Dan kerugian tersebut Lukan merupakan
kesalahan atau kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan latar belakang masatah di atas penyusun akan meneliti
sejauh mana tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris akibat kerugian
perusahaan menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul > Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan (Studi qtas

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul di atas maka perlu
dijelaskan pengertian, istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini antara
lain:
1. Tanggung Jawab
Adalah kondisi yang mewajibkan seseorang menanggung sesuatu, Jika
terjadi hal yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh diperkarakan,

dituntut, dan sebagainya.'®

'* Pasal 114 ayat(3) Undang-Undang Perseroan Terbatas,
1® pysat Pembinaan dan Pengembangan Rakias', Kamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1993), hal. 899.

*




2. Direksi
Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Ferseroan baik di
dalam maupun di lvar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar."”

3. Dewan Komisaris

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan khusus serta sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat pada Direksi.'®

4. Pemegang Saham

Adalah orang atau lembaga yang mempunyai hak atas saham suaty
perusahaan, '’
C. Rumusan Masalah
Dari. uraian latar belakang masalah penulis akan mencoba

merumuskan masalah:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pemegang saham akibat
kerugian perusahaan dalam Undang-Undang NO 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas perspektif Hukum Islam.

'” Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal I ayat 5, ha. 3.

'S 1bid,. Pasal 1 ayat 6, hal. 3.

' tvan Rahmawan A., Kamus Istilah dkuntansi Syari‘ah, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005 )
hal. 162, '




2. Bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pemegang
saham akibat kerugian perusahaan dalam Undang-Undang NO 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

a. "enelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Direksi
terhadap pemegang saham dalam UUPT No 40 tahun 2007 dan menurut
hukum Islam.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Dewan
Komisaris terhadap pemegang saham dalam UUPT No 40 tahun 2007
dan menurut hukum istam.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
kcpa&a Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung
Jjawabnya,

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan investasi

pemikiran dalam khasanah intelektual dalam bidang perysahaan.

E. Telaah Pustaka
Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam bukunya Seri
Hukum Bisnis Perseroan Terbatas dipaparkan tentang tanggung jawab Direksi
sebagai organ bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan

untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili
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perseroan dalam segala tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan,
Direksi melakukan pengurusan atas perseroan terbatas dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan tersebut Direksi tidak hanya bertanggung jawab
terhadap perseroan dan para pemegang sahum perseroan melainkan Jjuga
terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung
maupun tidak langsung dengan perseroan.?

Menurut Mans Sastra Widjaja dalam bukunya Bunga Rampai Hukum
Dagang, pemegang saham dibebani pertanggungjawaban secara pribadi yaitu
apabiln persyaratan perseroan scbagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk meinantaatkan perseroan semata-mata untuk
kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlihat dalam
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, Pemegang saham baik secara
langsung maupun tidalf langsung secara melawan hukum menggunakan
kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.?'

Menurut Purwo Sutjipto dalam bukunya, pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia  Bentuk-Bentuk Perusahaan, sebagai petugas pengurus
mempunyai tanggung jawab sebagai pengurus yang bukan pemegang saham,
pasal 45(1) KUHD menentukan bahwa tanggung jawab para pengurus tidak
lain hanya untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan
schaik-baiknya, mereka pun karena segala perikatan dengan perseroan,

airinya sendiri tidak terkait dengan pihak ketiga. Pengurus yang demikian ini

*® Ahmed Yani Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2003), hal. 104.
! Mans Sastra Widjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 63.
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bukan pemegang saham pengurus dari luar, yang diangkat oleh rapat umum
pemegang saham, mempunyai dua macam tanggung jawab yakni sebagai yang
di tetapkan dalam pasal 45 ayat | KUHD dan yang ditetapkan dalam pasal 40
ayat 2 KUHD, yang menetapkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung
Jawab lebih dari jumlah penuh saham-sahamnya. Pengur. s -ng perbuatannya
melanggar ketentuan akta pendirian atau perubahannya, atas kerugian yang
karenanya telah di derita oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab masing-
masing secara pribadi secara keseluruhan (pasal 45 ayat 2 KUHD)?

Sebagai komisaris tanggung jawab komisaris dapet dibagi menjadi
dua, yakni tanggung jawab terhadap pihak ke tiga dan terhadap perseroan.
Tanggung jawab terhadap perseroan adalah sama dengan pengurus sedangkan
tanggung jawab pihak ketiga tidak begitu banyak sebab komisaris hanya
dalam keadaan khusus saja mewakili perseroan. Kalau keadaan khusus seperti
dimaksud ini_ timbul, maka komisaris mewakili perseroan yang dalam hal ini
adalah tanggung jawabnya sama dengan pengurus.®’

Menurut Fuad Moch. Fachrudin dalam bukunya Riba Dalam Bank
Koperasi Perseroan Dan Asuransi menjelaskan tantang hukumnya bahwa
kepribadian perseroan tidak nampak dalam corak perseroan ini karena kapital
terpecah dan terbagi-bagi kepada persero-persero yang banyak dan sero-
seronya pun tidak sedikit jumlahnya. Undang-undang melindungi perseroan
ini dengan banyak macam jaminan. Di antaranya harus ada dewan pimpinan

yang mengurus perseroan ini serta pekerjaannya diserahkan kepada orang-

* Purwo Swijipto, Pengertian Hukum Pokok Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan, Cer. 9
{Jakaria; Jambatan, 1999), hal. 150,
 Ibid,. hal. 157,
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orang yang kapabel dan setiap persero tidak boleh melebihi saham yang lain.
Maka apabila perseroan terbatas ini didirikan untuk kerja adil yang demikian
rupanya dan menaruh belas kasihan mereka atag kerja adil itu maka
sewajarnyalah perseroan ini sah dan diperbolehkan berdirinya oleh agama,
tanpa keraguan apapun jua tentang halalnya.*

Sedangkan penclitian yang mengkaji tentang tanggung jawab Direksi
dan Dewan Komisaris perspektif hukum Islam tidak g2nyusun temukan oleh

karenanya penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian
l. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kepustakaan ({ibrary
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-
literatur baik berupa buku, kitab figh serta sumber-sumber lain yang
berkaitan dengan masalah yang dikaji.”®
2. Sumber Data
a. Data primer atau data tangan pertama adalah daty yang diperoleh
langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran
atau alat pengambilan data langsnng pada subyek sebagai informasi

yang dirinci.® Adapun yang termasuk dalam sumber data primer

** Fuad Moch. Fachrudin, Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan Dan Asuransi {Bandung:
Al Ma'arif, 1993), hal. 159,

3 guharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekaran Prakiek, cet, 11, (Jakarta:
Rieneka Cipt.., 1998), hal. 11,

2 Winarno Surahmad, Penganiar Penelitian, Bandung: Tarsito, 1982), hal. 163.
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adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(khususnya pasal 92 sampai dengan 114)

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung
dari subyek penelitian.”’ Data ini diperoleh dari buku-buku, serta
tulisan-tulisan yang relevan dengan bahasan tersebut. Dj antaranya
yaitu: Hukum Kepailitan pengarang Jono, 150 Tanya Jawab tentang
Perseroan Terbatas dan Hak Individu Kolektif Para Pemegang Saham
pengarang Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas
pengarang Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Pengertian Hukum
Pokok Indonesia Bentuk-Bentuk perusahaan pengarang Purwo
Sutjipto, Bunga Rampai Hukum Dagang pengarang Mans Sastra
Widjaja

3. Metode Pengumpulan Data
Karena jenis pegelitian ini adalah library research, maka metode
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode
dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang
berkaitan dengan variabei-variabel atau masalah yang bersumber dari

buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar dan Jain-

lain.*®

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder dianalisa,

Untuk menganalisa menggunakan metode sebagai berikut:

¥ gyaifudin Azwar, Metodr Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91,
28 gyharsini Arikunto, Prosedur..., ha). 206.
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a. Metode content analysis yaitu analisa yang dilakukan untuk
menghasilkan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik
pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.?’ Dalam hal ini

mengkaji tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam UUPT

keterkaitan dengan hukum Islam,

{. Sistematilia Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi
ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan uraian yang terdiri
dari lima bab sebagai berikut

Bab I, Pendahutuan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan.
Dalam bab ini di kemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode
Penelitian Dan Sistematika Pembahasan,

Bab I, Mcmba:has tentang Tinjauan Umum tentang Wakslah dan
Mudarabat yang terdiri dari dua sub pokok bahasan yang pertama membahas
tentang wakélah berisi pengertian, dasai hukum, implementa.i wakalah dalom
perusahaan, kedua membahas tentang mudarabah tentang pengertian, dasar
hukum, implementasi mudarabah

Bab III, Membahas tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan

Komisaris terhadap Pemegang Saham akibat kerugian perusahaan yang terdiri

dari tiga sub pokok bahasan yang pertama membahas tentang kerugian

29 : .
Soejono dan Abdurahman, Mesode Fenelitian (Suatu Pemikir
(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 45. an Dan Penerapan),
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perusahaan, yang kedua membahas tentang Tangpgung jawab Direksi dalam
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketiga
membahas tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Undang-Undang
No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV, membahas tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan
Komisaris akibat Kerugian Perusahaan menurut UU No 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam, bab ini di bagi menjadi
dua sub bab, pertama tentang analisis Tanggung Jawab Direksi akibat
kerugian perusahaan menurut Perspektif Hukum Islam kedua membahas

tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris akibat kerugian perusahaan

menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab V, Berisi tentang Penutup yang meliputi Ke¢simnulan dan Saran-

Saran.




BAB IT

TINJAUAN UMUM WAKALAH DAN MUDARABAH

A, WAKALAH
1. Pengertian Wakalah
Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang wakalai: dan
mudirabah akan kami jelaskan mengapa penyusun membahasnya.
Pertimbangan mengapa penyusun membahas tentang wakalah, karena menurut
saya hubungan antara Direksi dan Perseroan adalah merupakan suatu
perwakilan yang diberikan dari pihak Perseroan terhadap Direksi untuk

melakukan pengurusan  dan pengelolaan. Dalam Islam akad tersebut

dinamakan dengan akad wakalah. Dan meagapa penyusun membahas tentang
mudarabah karena hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang

Gaham merupakan suatu hubungan antara penyandang dana dengan pengelola.

Dalam Islam akad tersebut dinamakan dengan akad muda-abah.

Wakalah atau wikdlah, menurut bahasa artinya adalah al- hifdz al-

kifiyah, ad-damai dan al-zatwid (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian

mandat).’ Dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh sescorag kepada

n dalam hal-hal yang diwakilkan.

ih, al- wakalah atau al- wikalah berbeda-

orang lai
Menurut istilah para ulama fiq

beda pendapat anwara lain sebagai berikut:

a. Hanafiyab berpendapat bahwa al- wakalah ialah:

Fikih Sunah, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Bandung;

| As-Sayyid Sabid, Terjemah

Al-Maarif 1992), XIII: 56.
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Seseorang menempati diri orang lain dulum tashorruf (pengelolaan)
aan

b. Malikiyah, Syaff Tyafi dan Hanabilah berpendapat bahwa al- wakalah ialah
- ia
GG SR ok A S G A NG e gl

Seseorang menyerahkan suaiu keri
pexerjaan . ,
orang lain agar dikerjakan ketika hfdzfpnya_yang dapat diwakilkan kepada

As-Sayyid Sabiq dalam figh sunnah menyebutkan:

fooadie ohoaind il dn i SR R T
o lkdy w3 el s I 09, gl b G- S
iy Ghtg 30 ( Sy B ELS ) & o & I &y ikt

ru‘ﬂb ‘ﬂ’-’d -~ o7 A : ’ -
- A LB G e oIy
al-wakdlah ~atau  al- wikals, ~ bermakna  at-1afwid ayenye;- ha
ahan,

pendelegasian, pemberian mandat). Seperti perkataan ya
§£3 f .
sanku kepada Allah, kata ini digunakan un);uki;:;g:-{;na:r

serahkan uru
hifdzu seperii dalam firman Allah “cukuplah Allah sebagai
. . 7 .
_baik pemelihara. Yang dimaksud disini affg];;,engzgiak;"’:

dan sebai
kekuasaan oleh sese0rang kepada yang lain dalam hal yang dapa
a

diwakilkan.

Untuk dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas maka akan dikutip
beberapa pendapat di bawah ini:
Menurut Adiwarman A Karim al-wikalah atau al-wakalah bermakna at-

tafwidin, yaitu penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandat
| seseorang kepada orang lain untuk menggantikan melakukan pekerjaan

wakalah didefinisikan sebagai permohonan seseorang

dar
itu. Secara lebih rinci,
g lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam

kepada oran

2 ahab Suhaily. Al Fighu Al Islamiyyu Wa Adilatuh, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), [V

150. - e
as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), i: 226.

3 As-Sayyid Sabia, Figh
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] [ m ngadak
a.rl

pertentangan dan Sf:bagain_v,(a.‘1

Menurut Afzalul ala
Rahman peragenan (perwakilan) adalah dihalalkan
agi seseoran j w -
b g untuk menunjuk orang lain sebagai waki
ilnya, untuk

menempati kedudukan dirinya dalam setiap kontrak yan
g mermnungkinkan di
ia

menyimpulkan atas pemi i
M i s pemikirannya sendiri, seperti hainya dal
am perdagangan
g 3

perkawinan dan sebagainya.’

Menurut Muhamad, Wakalah adalah melakukan
urusan oran i
g lain

untuk bertindak atas namanya.’
Menurut A Rahman I Doi, Waka.
, alah atay perwaki
ilan muncul keti
ika satu

orang menguasakan kepada oran i
g lain untuk me
: nggantikannya un
tuk

memperoleh hak sipilnya.’

Menurut Sunarto Zulkifli, Wakalal
) adalzh akad ;
pemberian kuasa dari
ari

pemberi kuasa kepada pencrima kuasa untuk
A melaksanakan suvatu tu
a pas atas

nama pemberi kuasa.?
Menurut Sofyan Syafri Harahap, wakalal:
) adalah perjanji
Jian pemberian
kepercayaan dan hak dari lembaga seseoran
ang kepada pihak lain
sebagai wakil

dalarn melaksanakan transaksi.’

P
4 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta
’ : Gema Insani
i

Press, 2001), hal. [l
5 Afzalur Rahman, Doktrin

196.
¢ Muhammad, Sistem Dan Prasedu

2000), hal. 38
0i, Muamalah (Syari‘ah Hh,

7 A Rahman [ I
Panduar Prakiis Transaksi Pebankan Syari’
ah, (Jakarta: Zikru
: | Hakim

Ekanomi Islam Jifid 4, (Jakarta:
’ : Dana Bakti Waka
f, 1995}, hal
r Operasional Bank Syariah, (Y ogyakarta: Ul P
: ress,

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal

38,
8 Qunarto Zulkifli,

2003), hal. 32-
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7. Landasan Hukum Wakalah

Islam mensyari’atkan wakal22 karena manusia membutuhkannya.

Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya

secara pribadi. Oleh karenanya membutuhkan kepada pendelegasian mandat

orang lain untuk melakukan sebagai wakil dirinya.

Adapun yang menjadi dasar hukum wakalah adalah firman Aliah

SWT Qur’an surat al- Kahfi ayat: 19

53 o G 5 SRR 0 o o 150, s T

.-
\Q:‘
AL

.

¥

Artinya : Maka suruhlah salah seorang di aniara kamu untuk pergi ke

kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendakiah dia lihat

manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa
i

makanan iti untukmu.

Selain ayat tersebut di atas, ada pule hadits yang berkaitan dengan

wakalah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abbu Dawud yaitu:'?

s Gy i P o B e eV o e Gt Al I G

’ ¢ ,,’::’L’,:h . iﬁdﬁ‘&:’ﬁ ' .L;'_'.f b"' ® e ouy

2 g Lyl OB ] dagme S DL o8 2F 07 Lt gjﬁyﬁ:gen
T, o2, otz ’-0"’—' w‘iﬂ _w‘d” ::;, e "

i ey e G ey 8 S S B

. L Gt s W dd ,’Jc-;'f‘:!»dué-,-.-.:‘-gz’vﬁdtbs')f

:O‘ ”;;‘ =
’:a; . -,,,,” P
AP JB NN aed G Llis S

!

9\5 o 9

m Teori Akuntansi islam,( Jakarta: pustaka

9 SOfyaﬂ Syafn i-{'),rﬂhﬂp,
1), hal. V1l . Menara, 1974), ayat: 19.
quantur, 2001 - Kahfi, (Kudus arang: Toha Putra 1995), hal. 446.

10 our’an, Sural al : mahan, (Semaran] . - :
e ki 5 N, 1
t2 Apa Dawuds Al SY

1572,
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H.idits ini dari Ngabdullah bin sa’ad bi 1 1
d(m: ayah dari ibnu ishak dari ab:‘nungfinﬁ:f:;:zbhgg:xzjaﬁ o hja s
;.a ia berkata : aku aku pernah hendak pergi ke khaibar, ;ij Rart Jabir
epc{da Rqsufullah saw maka beliuu bersabda, * bila gha o davan
wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 1 5 wasa " ke fiarang pada
kodemu maka letakanlah tanganmu pada tulang sekfkt;;:;z: I;:- ‘me’.ﬁnff;
iwayat Abu

Daud)
. Syarat dan Rukun a/- wakalal
Kemudian mengenai syarat dan rukun ai-wakalah adalah sebagai
berikut, rukun al- wakalah menurut jumhur ulama ada eripat yaitu: Yang

mewakitkan (muwati), Waklh Hal yang diwakilkan {mwwakal fih), Sighah

(lafal) wakil.”

Dari rukun-rukun wakalah tersebut di atas, suatu akad al-wakalah
- a

menurut ulama figh, baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:
Qrang yang mewakilkan disyaratkan:
p bertindak hukum, yaitu telah baligh dan herakal

a.

Telah caka

sehat, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Seorang wakil disyaratkan:
1) Cakap pertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta
memiliki pcngetahuan yang memadai tentang masalah yang

diwakilkan kepadanya.

2y Wakil yang ditunjuk $6¢27 langsung oleh orang yang mewakilkan
dan penunj ukkannya harus egas, sehingga benar-beuar tertuju

kepada wakil yang dimaksud.

mah Figih Sunah..., hal. 59.

13 ps-Sayyid 53014 Terje




3} Wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya.
¢.  Hal yang diwakilkan disyaratkan:
1) Bukan sesuatu yang mubah (boleh) dilakukan oleh setiap orang. !
2) Merupakan milik sah dari orang yang mewakilkan, lurena
|

mewakilkan sesuatu yang bukan miliknya tiuak boleh.

3) Memiliki identitas yang jelas.

4) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara’,'*

4. Aplikasi Wakalgh Dalam perusahaan |
}

Seseorang mcwakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa

adanya ikatan harga tertentu, pembay aran tunai (kontan) atau berangsur, di '

kampung atau di kota, maka wakil tidak boleh menjualnya dengan

seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya

dewasa itu sehingga dapat dihindari ghubun (kecurangan), kecuali bila

penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti secorang wakil

semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk

dapat bertindak

jual beli yang dikenal dalam kalangan pedagang dan untuk hal

melakukan

g lebih berguna bagi yang mewakilkan.

yan
berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual

Abu Hanifah
sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur, scimbang
sgan maupun tidak, baik memungkinkan adanya

dergan harga kebia

e

e

4 fpid. hal. 59
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kecurangan ataupun tidak baik dengan uang negara yang bersangkutan
maupun dengan uang negara lain."

Jika perwakilan bersifat terikat maka wakil berkewajiban meagikuti
apa saja yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh
menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan.
Jika yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakuti ketika
akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakitkan,
maka tindakan tersebut bathil menurut paﬁdangan ma.h.' syafi’i. Menurut

Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika

yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah, bila tidak

meridhainya maka menjadi batal.'®

B. MUDARABAH

Pengertian Mugdirabal

-

;‘-m3335@3&593&-"}53¢39'éy?ﬂ'be5333&a3&ﬁ1

G 1§ gy (A0 S 2 by Y B Ol BT e
y b 4o L D g Ll ‘-‘g,c‘“’ VJRy oA e e 4R

—’—’/mma!ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hat. 236.

15 Hendi guhandi, 4
16 s, hal. 236
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Artinya:
Kata mudarabah diambil dari ad-darbu fil-ardi yang b
' $ erarti

berpergian di muka bumi untuk berdagang. Allah swt berfirman

b1 b e O 2 S YV QO SR DS TS

Artinya: Dan yang lain berialan di bumi mencari sebagian ka
runia

Allah
Mudarabah dinan-zafcan Jjuga dengan girad, kata girad berasal dari
rii pemotongan’ karena pemilik ha;'ra memuro;gl

kata qard yang bera
(uk diperdagangkan dan memotong sebagian dari

sebagian hartanya un
keunfungannya. Selain ity mudérabah juga dinamakan muamalah

Yang dimaksud muddrabal di sini adalah akad antara dua pihak

yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah
yang kepada yang Jain untuk diperdagangkan dengan catatan keuntungan
suai kesepakatan keduanya.'?

dibagi se
Quhendi pengertian mudarabah berasal dari kuta

Menurut Hendi
darb yang secard harfiyah berarti bepergian atau berjalan. Selain darb,
juga disebut qirad,
k modal memotong scbagian hartanya agar

mudarabal yang berasal dari gudu yang artinya

gan, karena pemili

poton
memperoieh sebagian keuntungannya dau orang yang

diniagakan dengan
ga memotong keun
kepada pemilik modal. Jadi menurut bahasa

meniagakan J tungan yang diperoleh dari usaha
tersebut untuk diberikan
rjalan dan atau bepergian.

mudaraball adalah b€
eirut: Dar al-Fikr, 1992), 1I1: 212.

Figh as-Su‘ﬂnah- (B el
Fighus Sunnah, alih bahasa: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi

17 As-Sayyid S3bid;

18 ps-Sayyid SabI®
125.

Aksara, 2008), hal-
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Sedangkan menurut istilah Y
, mudarabah dikemukakan
oleh para

ulama antara lain sebagai berikut:

4. Menurut para fuqaha, mudarabsh adalah akad antara dua pihak sal
ak saling

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 1
ak lain

untuk  diniagakan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari
. Dari

keuntungannya akan dipe-oleh setengah atau sepertiga bagian d
engan

syarat yang telah ditentukan di antara kedua belah pihak tersebut
ut.

b. Vienurut Hanafiyah, mudarabal adalah akad syirkah dalam laba,
satu

ak pemilik harta dan pihak lein pemilik jasa.

2k memandang tujuan dua pihak yang berakad

pih
Jadi mudarab

yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahk
an
kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta itu

¢. Menurut Syafiiyall bahwa mudarabal

jalah akad yang menentukan

sesgorang Yang .menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk

atau diniagakan

dijarahkan
adalah perjanjian seseorang dengan orang lain

Jadi mudérabah
rmodalan agar dikelola atau diniagakan.

datam hal pe
arabah adalah perwakilan, di mana pemilik

¢ Malikiyah, i

d. Menuru
hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan

harta mengeluarkan

aran yansg diten

memperoleh pengc:‘tian yang le

tukan (mas dan perak)"’

dengan pembay
bih jelas, maka akan

Untuk dapat

pa pendapat di bawah ini:

dikutip beberd

do Persada, 2002) hal. 135-137.

amalah (Jakarta: RajaGrafin

19 Hendt Suhendi, F jgh M
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Menurut M. Umer Chapra mendefinisikan mudarabah sebagai suat
: u

bentuk kerjasama yang salah satu pihak disebut safibul mal (penyandang
dana) dan satzh satu pihak disebut mudarib yaitu pihak yang menyediakan
kewiraswastaan dan manajemen untuk menjaiankan svatu usaha dengan
tujuan memperoleh teuntungan.®’.

Menurut Helmi Karim mixddrabah adalah salah satu bentuk

kerjasama dalam bidang ekonomi yang biasa pula disebut girdd yang

perarti al gaf (potongan). Kata mudarabah Berasal dari kata daraba pada

kalimat al darbfi al ard, yakni bepergian untuk urusan dagang.

Menurut istilah syara’ mudarabah berarti akad antara dua pihak

untuk kerjsama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak

kan dana kepada pihak lain sebagai
ka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah

memberi modal usaha, dan kenntungan

itu dibagi antard mere
disepakati.#' Dalam: dunia ekonomi girég dikenal dengan penyertaaan
modal @arric{patory) tanpa beban bunga. Kerjasama ini didasarkan pada
charing (penyeraan uang rugi) atas sesuatu kegiatan

profit and lost

yang disepakati ber
g mem injarnkan vang dengan imbalan bunga.

ek >nomi sama. Karena itu pemilik modal adalah mitra
usaha, bukan pihak yan

¢ Adi warman Kari
slims since age of the prohet (saw) anda has been

Menuru m mwﬂ}ﬂb&h is a contrac that hes been

widely known among M
¢ arab even before the introduction of 1slam. When prophet

pracrriced by th

/’;—;Q::;” Mernuft Sistem Moneter Yang Adil (Yogyakarta: Dana Bakti

20 pg. Umer Chap@
yarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 11.

o . . 232.
Prima Yasa, 1997) he) iqih Vuamalah (Ja

2 el Karim, £
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muhammad (saw) was a merhat by proession he uncertook a mudarabal
contract with khadijah. There fore Jform the perspective of Islamic law, the
practice of mudarabal is permesible, whether according to al-Qur’an
sunnah or g';'ma.zz

t M. Ali Hasan menerangkan bahwa kata madarabah berasal

Menurv
dari oaN A= il yaitu bepergian untuk urusan perniagaan, sedang
menurut istilah syare mudirabah disamakan dalam figh yaitu menyerahkan

harta) kepada sescorang tntuk dikelola dan keuntungan dibagi

modal (
kukan pada saat akad.”

menurut perjanjian yang dila
Atmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio

Menurut Karnaen Purwa

n muddrabal adalah suatu pe
atau pengelola, di mana pihak pemilik

mendefinisika rjanjian usaha antara pemilik
modal dengan pengusaha
menyediakan seluruh dana yang diperlukan dalam usaha dan pihak
xan pengelotaan atas
a waktu akad dengan nisbah atau bagi hasil

usaha tersebut. Hasil usaha ini

pengusaha melaku

peljaﬂj jan pad

dibagi atas dasar
..apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut

bisnis maka pihak penyedia dana akan

pihak pengusaha atau pengelola hanya

menanggung kerugianny? dan
kerugian tenaga dan waktu serta kehilangan nasabah dan
g

me anggun

1eh.??

keuntun

—’/T(:n:"— slamic Banking: Figh 4

2 adi A.

Adi Warman 196.

RajaGratinde persuda, 2008}, i;?l‘. ak Asuransi Jan Lembaga Keuangan (a
25 1. Alhasan, 2ok 4

Pt:rsada. 2000), hdl ?5 . daﬂ Muharﬂmad S
K arnaen Poers® :‘;‘;ﬁﬂ’%mn 1992), hal. 21-

Islam, (Yogyakarta: 2

nd Financial Analysis (Jukarta;

karta: RajaGrafindo

yaﬁ'i Antonio. Apa Dan Bagaimana Rank
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Abdurrahman al Jaziri mendefinisikan mudarabah ke dalam d
: ua

pensertian yaitu:

a. udarabah secara etimologi adalah satu pemyataan yang mengand
ung

pengertian bahwa seorang me.nberikan modal usaha kepada oraig lai
% n

agar modal itu diniagakan dengan perjanjian bahwa keuntungannya dibagi
antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya sedang kerugian ditanggung
oleh pemilik modal

b. Menurut para ahli figh, yaitu akad perjanjian kerjasama antara dua orang
dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak

n agar meniagakannyad dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang

j separoh atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-

lai
ditentukan seperti

. 5
rat yang azhtcntukan2

sya
hmat Syafi’i pengertian m

Menurut Rac udgrabah adalah sama
yang berarti potongan, sebab pemilik

otongan dari hartanya untuk diberikan kepada

odal memberikan P
harta tersebut, dan pengusaha akan

memberikan potongan dari laba yang diperoleh.” Dapat diketahui bahwa
pa barang yan
idak boleh perupa hutang: Pemilik modal mentiliki hak untuk

namun 11
sebab modal ters

modal boleh bery g tidak dapat dibayarkan seperti rumah

ebut miliknya sedangkan pekerja

rahm F“?”E P“ ‘V ahab, (Semaere: ASY'S"fa,l994),hal. 66.
”" Rauhmat Syaft’i
Pustaka Setia, 2 1 hal 223 224.

————

e T




Dalam “Ensiklopedi Hukum Islan” mendefinisikan mudarab
darabah

sebagai kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang ahli d
i dalam

I:la

(pedagang) untuk diperdag: 3
ganakan, sedangkan keuntun
gan Jagang itu
!

dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dal
am
perdagangan tersebut kerugian tersebut ditanggung sepenuhn I
ya oleh
pemilik modal. Dan yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) terseb
~sebut

1ah bentuk meodal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.?’

rangan tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian

ada

Dari kete

prinsipnya mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama antara

bahwa pada

yang memiliki modal dengan orang tidak mempunyai ata
u

orang
[, schingga pihak yang kekurangan modal tersebut akan

kekurangan moda
antu. Dan keuntungan d
buat sebelumnya. Apabila terjadi kerugian di

sangat terb ari hasil usaha tersebut dibagi dua atas

elah di

kesepakatan yang t
yang menanggung adalah orang

yang memiliki modal

antara mereka maka
yang tidak memiliki modal atau pengelola hanya rugi waktu

dan keuntungan pagi hasil tersebut, jika kerugian itu mutlak karena bisnis
gaja atau karena d

bah adalah ketjasama yang diperbolehkan

sedang orang

kecurangan, oleh karena itu kaum

bukan karena disen

Jkat bahwa 27048
ahatan dan dipandang sebagai kerjasama yang

muslimin 5P

mesti diperlakukan.

[pahlan,

27 Abdul AZIZ
hal. 1196.

EnsiHOPEdf Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
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2. Dasar Hukum AMudarabal

Dasar hukum mudarabah lebih mencerminkan anjura
n untuk

melakukan usaha, Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berik
rikut ini

a. Al-Qurlan
28&‘ L e O !
b b o O 2 SV B O R0 BTy

Artinya : Dan orang-orang yang berjialan di ;
sebagian karunia Allah? 7  muka bumi mencari
Yang menjadi argumen dari surat al Muzammu ayat 20 adalah
adanya kata ya_drz'bﬁna yang sama dengan kata mudarabah yang berarti
’ 1

ukan suatu perjalanan usaha untuk mencari karunia Allah SWT, dari
" , dar

3¢ pari definisi tersebut mudarabah sebagui

melak

keuntungan investasinya.

pelaksana dari orang yang melakukan petjalanan untuk mencari karunia

jalan perniagaan.
dengan jalan mencari rida Allah maka sesuai

Allah dengan
Jika mudrabsh 56sV3!
rah ayat 198

3‘&33%‘3&36?&@@}5

dengan Q.S al Baqal

Artinye’ “ Tida/f ada dosajgag;mu untuk mencari karunia (rizki hasil
pemiagaan) dari Tuhanmi

Ayat-ayat tersebut memperbolehkan akad mudarabah sebagai upaya
untuk mendorong manusia untuk berusaha dijalan Allah SWT.
a Putra 1995), ayat: 20.

marang: Toha Putra 1995), hal. 990.

4 Dari Teori Ke Prokitk (Jakarta: Gema Insani

Muzamf!,(Semarang: Toh
an dan Te:;iemahan, (Se

+; Antonios

® Qur’an, Surd! al-
2 Depag R1, a-9%
0 pMuhammad Sysfi

Press, 2001} hal. 95-96. dus: Men

TP . Baqarah {
Qur’an, Swurat al ’jz dan Tedemahannya...

2 Pepa 5 RL AY Qur

Bank Syaria

ara, 1974), ayat: 198.
, hal. 48.

P .
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b. Sunnah
Di antara hadits yang berkaitan dengan mudarabah adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibau Majjah

i el G 55 il G o B W e Gy SR
°f‘_' 'Y .. - L;Jn.a 3}130. L] J‘Jo’ .:.d :.,,,' .
< uf'f-*%j’%cl Coe S (g g B b
S g Oy ¢ ol e o b g5 060
ryY dﬂf.’ _ﬂf‘ LIRS I "'0’; ¢fd",
CEY el i BT 3
Artinya: Al Hasan bin Ali Al Khala dari bisyr bin Tsabit al Bazzar dari
Nasr bin al Qasim, Abdurrahman (Abdurrahim) bin Dawud dari Salih bin
Suhaib RA bahwa Resululah SAW bersabda  ‘Tiga perkara yang
mendukung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan girad
dan yang mencampurkan gandum

(memberi modal kepada 0rang lian)
& keluarga bukan uniuk diperjualbelan**

dengan jelas unit
Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama mudarabah itu
wa kemaslahatanl bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan

memba
uanya tidak ada yang merasa dirugikan melainkan

mereka. Di antara ked
merasa diuntungkan dan kerjasama ini dapat diambil sebagai suatu cara

tertentu dalam berbisnis.

3. Jenis Mudarabah
Mudarabal terbagi menjadi dua jenis yaitu:
Mudarabah mz{tlaq;;b (bersifat tidak terbatas)
[ pentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib yang
nyerahan modal kepada seseorang tanpa

a.

Yaitu

cakupannya dan P€

» bn Majah. Kitab Tijaraly bab Sirkah dan mudarabab

3 Apl Abdullah 2! Qasimi. S¥4 i
s Sunain 107 Majah Jilid 1, (Semarang: Asy-Syifa,

0.
(Beiral: Dar al-F ikr, 1995)- hal. 7? 0 - mahar
4" A bdullah Son Hal dkk, Ter
1993), hal. 122.




31

memberikan batasan cukup luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha

waktu dan daerah bisnis.

Dalam hal ini pekerja bebas mengelola modal yang didapat

untuk usaha apa saja dan mengelolanya di daerah manapun agar

mendapat suatu keuntungan dari usaha tersebut. Jika dalam suatu

usaha ia melalaikan tugasnyd maka harus bertanggungjawab atas

konsekuensinya fermasuk menanggung kerugian

b. Mudarabal mugayyadah (Bersifat terbatas)

Yaitu bentuk kerjasama antara pemitik modal dengan pengelola
modal yang dibatasi ofeh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Adapun pembatasan ini  seringkali  mencerniinkan
kecenderungan umum i pemilik dana dalam memasuki jenis usaha,

pemilik dana dapat pula mensyaratkan kepada pengelola

Di sini pihak
urkan hartanya dengan dana mudarabah

atau pekerja untuk mencamp

te rsebut-”
usaha, waktu dan tempat serta akad

i batasan pada jenis

Mengena
yang akan datang, ulama Hanafiyah dan

Kaitkan dengan masa

yang di
mbolehkan sedang ul

ama SyafiTyah dan Imam

Imam Ahmad M°

\alik melarang:”

rat Mudirabdh

dari mudharabah ini
ahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz

4. Rukun dan Sy2
yaitu: jjab dan gobul yang

Adapun rukun

iliki ke
keluar dari orang yan memili

Prakeik (Jakarta: Gema (nsani

. ..., hal- 165. .
35 pg-Sayyid Sﬁb‘iqi.f ’fﬂ‘z‘rﬁ? Bank Syariah dari Teori ke

% puhammad Sy3ft!
Press, 2001) hal. 97.
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tertentu tapi :
pi dengan bentuk apa saja yang menunjukka
n makna mudar.
darabal

lafad dan susunan Kata 37

a

H
anafiyah berpendapat bahwa rukun mudarabah adalah jab
ffab dan
qobul

deng
engan menggunakan kata mudarabai muamalah ata
U yang searti
> 1

dengannyan.
Menurut jumbur ulama
menyatakan bahwa ruk
un mudarabah

adalah orang yang berakad, modal, keuntungan kerja dan akad®
Menurut ulama SyafiTyah bahw i
a kerjasama :
perniagaaan

ara atas enam rukun yaitu: Pemilik modal, modal
> Oda

1t darabalt terselengs
yang diserahkan, 0f80g yang beriags, perniagaan yang dilakukan, ijab
(pernyataan pcnycrahan) qobul (pernyataan penerimaan).’ -

Jarabaf secara umum yang berhubungan

Adapun syara.t-syaral brrl

-ngan rukun mudaraball -1y sendiri yaitu:

dal barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
kan akad disyariatkan mam
jelas agar dapat dibedakan antara modal

a. Modal-mo
pu melakukan tasharuf

b. Bagi yang melaky

iketahui dengal
aba atau weuntungan dari pengelolaan tersebut

37 ps-Sayyid Sabiq. Fi4h Sunah..., hal- 1 165.
* Rachn‘{:t yaf 7, £ igih Muama Iah hallgg-mﬁ
9 Abdul AzizD ahlm,E asiklopedi - hal.

i, figh Em mpai.... 8 . 84.

40 A hdurrahmah

—— - -

- T
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5. Resiko Mudarabal

pen

a.

G

1 Yendi guhendis
d, Tekh
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Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal
a

harus jelas prosentasenya misal setengah, sepertiga, seperempat

Melafadzkan ijab dari yang punya modal

Mudarabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak raengikat pengelola
harta untuk bergadang di negeri tertentu, memperdagangkan harta
aktu tertentu sementara diwaktu lain tidak karena

tertentu, pada W
ering menyimpang dari tujuan akao.*'

persyaratan yang mengikuti s

Resiko yang terdapat  dalam muddrabah  teratama  pada
erapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya:

nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang

Side sireaming
disebut dafam kontrak

. tentuan yang telah di
bagai pemeliharan dan membuat Kesalahan

tentukan dalam akad

Melalaikan tugasnyd ¢

yang disengajd
Pcnycmb unyian nasabah jika nasabahnya tidak jujur

h dalam membayar cicilan pokak senilei

fah - hat. 139-140- .
g:;:;:ﬂngan Bagi Hasil Di Bank Syariah (Yogyakarta: Ul

Figih
nik

42 pfuhamma
2001) hal. 91.
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Asymmetric  information problem  yaitu  persoalan
adanya

kecenderungan adanya salah satu pihak yang menguasai informasi

lebih banyak untuk tidak bersikap jujur.

Adverse selection dan moral ha.ard

Lima hal yang dapat menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang

ntara lain: perfama, sumber dana ‘embaga syari’ sh

menarik a
contra produktif terhadap pembiayan PLS

angka pendek sehingga |
haring) yang berjangka p
gi dan berisiko rendah enggan dengan

berj
anj ang. Kedua, pengu saha

(profit and loss se

dengan bisnis keuntungan ting

sistem PLS, tapi kred

pLS kebanyakan diajukan oleh

it dengan sistem rate interest. Ketiga pengajuan

bisnis. denga risiko tinggi (high risk).

Keempa! untuk meyakinkan lembaga bahwa proyeknya akan
memberikan Kkeuntungan lebih tingg, pengusaha akar terdorong
ni menyulitkan bank

proyeksi bisnis yan8 terlalu optimal, i

ari. Kelima, sistem
an kecil diberikan ke

g sebenamya) n.el..atat keuntungan

membuat
pembukuan ganda. Buku pertama

dikemudian h
pada :embaga, padahal

dengan tingkat keuntung
an kedud (yan

pada pembuku

rak tersebut menjadi

tidak boleh dilanggar oleh kedua belih pihak. Jika ada

salah satu pihak maka kontrak tersebut

{Yogyakarta:
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di gugur. Kesepakatan kontrak mudarabah yang menjadi hukum

menja

tersebut membawa beberapa implikasi, diantaranya:

Mudarib sebagai amin {(orang yang dipercaya).
twk mengelola modal yang

a.

Seorang mudarib menjadi amin un

diserahkan kepadanya. [ni berarti bahwa dia telah diizinkan oleh

odal untuk memiliki mod
ataupun sewa. Modal yang diserahkan dalam

pemilik m a! tersebut. Penyerahan ini bukan
suatu jual beli, pinjaman
h amanah yang harus dijaga m

pada suatu ketentuan di mana jika

hal ini adala udarib. Namun pengertian
h tersebut tetap berpijak

amana
ak ditangannyd tanpa ada unsur

penyelewengan,

modal tersebut
ginya. Posisi mudarib sebapai amin

ak ada tanggungan ba,
ahwa pcnycrahan modal dan

udarib. Sebab dalam pengelolaznnya

maka tid
pengelolaannya

mcngindikasikan b

rgantung pada o4
pur dengan modal dan barang-barang lain

cadaan sepeiti ini tentu saja sulit dideteksi. Oleh
annya mudarib sebagai amin akan dapat

dengan diposmk
kehati-hatian pengelola dalam

b, Mudarib scbagai wakil-
dari _.s’a_hfbuf mal dalam semua tran saksi yang ia

adatah wakil
kuenSiﬂ ya _hak kontrak kembali kepadanya

Mudar: 7h

sepakatl: Konse - ,
ksi. Di samping itu ia adalah

ang M°

Sebagai SﬁOl’ang
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orang yang dituntut oleh penjual untuk melakukan pembayaran dan

dituntut pembeli untuk mengirimkan barang. lemaknaan mudarabah

seperti ini dilakukan oleh madzhab Hanafi. Mudarib sebagai wakil

an bahwa mudanb merupakan tangan kanan dari sahibul

menjelask
mal dalam kegiatan bisnis. Implikasinya sebagai seorang wakil tentu
g apapun dari modal ketika terjadi kerugian.

ia tidak menanggun

rut mayoritas fugal.a seorang wakil tetap akan menerima

Namun menu
upah dari kerjanya.

c. Mudarib sebagai mitra dalam laba

pat pagian laba dari u
rtemanan dalam laba. Sementara

saha yang telah ia lakukan,

Mudarib akan menda
sendiri adalah pe¢
tidak mendapatkan laba ketika terjadi

ya, karend dia hanya teman dalam knitannya

pembagian laba ini telab ditentukan pada awal
nya mudarib sebagai

rgantung pada keterampilan

mitra dalam laba

Fa, (Yogyakarta: Pusat Studi




’!..'1; NG";U' T . BA-B III
GUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAR KOMISARIS
BAT KERUGIAN PERUSAI_’{ERHADAP

PEMEGANG SAHAM AKI

A. Kerugi
erugian Perusahaan.

I. Pengeitian kerugian
Secara bahasa rugl adalah hancur binasa dan hilang seperti h
| i halnya
dikatake i y
entakan, “Si pedagang itu merugi dalam perdagangan” jadi (
i (rugi)

berkurangnya modal pokok.'

Keruglan berarti hilangnya gebagian dari modal dan olch karena itu
akan dibagi sesuai yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh
pemilik modal? Rugi perarti kurang dari modal dan tidak mendapat laba.’
i lancut, mubazir, percuma, sia-sia.

Rugi berart
encakup bai

k kerugian maupun beban yang

heban M

Definisi
iputi, misalnya beban

tifitas per us

timbul dalam ak
ugian mencerminkan pos lain

yusutan. Ker

gaji dan pen
kin timbul atau mungkin tidak

pokok penjualan,
definisi beban
usahaan yah
konomi dan hakekatnya tidak

yang memenuhi yang mU18
Kerugian tersebut

timbul dari aktifitas
mencerminkan manfast ©
bebeda Jari beban |ain. -n dapit timbul dari misalnya: dari bencana
i i pul dari aktifa tidak lancar.

sep

yang lim

kebakaran, banjirs
h__————*—-"___-—--"'ﬂ-—-"”f .+ [sla Jakarta:

Pukok—Pakak pikirant Akuntanst 13 m, ( a: Akbar Media Eka

| Dalam Hukum Islam

S ! Husain Syahalah,
arari, 21(}01), hal. 149 o« rann
- M. Najclullah Sl'ddIQf,‘ -‘-;9’96) hal. 15-
P mayas® o Uu}r! Bahasd [ndonesi
arta: Gramedi

(Yogyakarta: Dand Bakhti Pri
T w.j.s Puwadarmim& Kam

pan Bag! Has?

sahd
g, (Jakarta: Lalai Pustaka, 1976)

a Pustaka Utama, 2007)

hal, 834.
¥ Eko gndarmokO:

hal, 536,
37
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beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasikan

Definisi

misainya kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan furs valuta

a dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang

s ng datam hubunganny
tersebut. Kerugian sering kali di faporkan dalam jumlah bersih setelah
gan pcnghasilan yAng bcrsangkutan,’

dikurangi den
a untung kata kata rug

Scbagai lawan kat yang melekat pada

n adalah penurwnan €
n aps yang didefinisikan sebagai biaya

kuitas {asset bersin), transaksi

pcngcrtian kerugia

pariferal atau incidental, selai
distribusi kepemilik. Empat sumber rugi yang di identifikasi adalah

sebapai berikut:
am surat-surat

a. Pariferal dan incidentat: misaIny® penjuatan investasi dal

pjualan asset

pelunasan utang obligasi sebelum jatuh

berharga, Pe tetap:

gan pihak lain:

tempoO-
c:‘piocai (ransfer) den

b. Transfer non timbal 03
misalnya pencuri gi dari kekalahan dalm

karé hukum:

tuntutan per!
an harga sekuritas, dan

misalny?2 penurun
(rolding loses)-
bah alam yang

ghan sediaan
gi asuransi musi

ain adalah lenyapnya

nban haré? karen® pert

misaln
rusak, contoh |

wangan Indonesia, (Jakasis: salemba

r ,&un.'anfi Ke

//. P ﬂda A
5 [katan akuntansi Jndonesi®: g (V0 o
a t . okt p Pefaparaﬂ euangan. 2y . BPFE,
Empat, 2002), hal- 19 - Akt re akarta

' ¢

o guwrajon®

2006}, hal. 404-
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rtian yang akan kita pakai sesuai dengan topik

Adapun penge

n ialah kekurangan yang terdapat dalam harta perdagangan kare
na

ar berbentuk uang tanpd adanya p

bahasa
emasukan maka

setiap biaya yang kelu
ity disebut rugi.

2 jenis-Jenis Kerugian

Untuk mempermudah memahami pembahasan skripsi ini maka
akan kami bahas mengenal macam-macam kerugian dalam perusahan
maupun kerugian dalam sebuah unit perbankan.

u dan bidang keuangan adalah bagian dari

dalam taid buk

Loss
g melebihi pendapatan, jika hal

garan dan biaya-~
Istilah ini adal

7
aran.pengcluz.ran.

piaya lainnyd yan
rofit yakni kelebihan

pengel
ah lawan kata dari P

demikian terjadi.
o atas pengely

pendapatd
i dapat dibogl

Kerugian i gntara [ain:

erugian persih)
yang rerakhirs sesudah diF” ‘hitungkan pendapatan

per dan pcngeluaran-pcngcluaran dan biaya-

a. Loss nel (k
falah 053

umbcr-sum

usaha-usah® penjualan dengan

loss
dapatal penjual

ik pendapatan Jain dan

mcngecuallkan

an-penj palan dan biaya-

pengeluaran-

uangan Perusahaart Inggr's-Indoresia,

(Jakarta: Pra Iny3 Parami ?
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cak o
an, atau menjadi kurangnya nilai yang diderita

ialah kerugian, keru

yang diasuransikan karena atau sebaga
rhadapnya telah dibeli atau ditutup asuransi
si.

oleh i
i akibat suatu kecelakaan

atau peristiwa yang te

yang dapal dibayarkan a:as rekening itu.

Juga, jumlah
Loss actual (kerusakan sebenarnya)

lalah kerusakan yans «ewajamya mengenai harta benda,
seperti yang dibedakan dari Constructive Loss. Juga dalam asuransi
kebakaran, ialah nilai uang tunai yang sebenarnya dari loss atau

yang diderita.

sakan sehagai konskw
abkan secara langsung olch

kerusakan
ensicy..s

consquental (kerd
atu foss yant ti

g (erhadap itV tet
nya dari bahaya atau risiko yang

Loss
dak diseb

[alah sU
ah diasuransikan, akan tetapi

bzhaya atau risiko yan
gai gonskuensi
arta benda mun
akan tetapi mengalami kerusakan

dalam memadamkan

yang terjadi seba

u. Misalnyd h gkin tidak mengalami

atu kebakaran

s-aktivitas ara pemadam api
itu biasanva ditutup dalam polis

demikian it
kerusakan karena Y

karena aktiVita

dari kerugian atau kerusakan yang

Los.
Jalab Joss sebagal akibat
oyt barts 5% yang tel" siasuransiken ity menjadi. tidak
o yang dimaksediat atau yang telah
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menelan biaya yang lebih besar untuk memperbaiki harta benda itu
sampai dalam keadaan berguna daripada nilainya yang semua.
. Loss direct (kerusakan, kerugian langsung)

Jalah suatu /oSS yang secara tangsung dapat diusut pada

yang terhadap harnta ben

misalnya, suatu direct loss dapat

bahaya atau risiko da itu telah ditutup

alam asuransi kebakaran,

asuransi. D
rusakan atay kerugian yang secara lansung

merupakan suatu ke
bukan oleh aktivitas-aktivitas para

h kebakaran itu,

disebabkan ole
am memadamkan keb

am kebakaran dal akaran itu.

pertama)
yang dilindungi atau

pemad

Loss initial (kerugian

bagian dari loss

yang diasuransikan

lalah
yang gitanggungs Ui pawah suaiu polis yang

dipikul oleh
salnya dalam asuransi

menyatakan pe n atall peraturan jtu mi
maka adal -odi ciri orang yang ditanggung
; Joss yang dianggap

pakan sebagian harta benda

_ Oleh Karena itu, ini

% tpid,. hal. 633.




42

Dalam suatu asuransi maritim jalah suatu foss yan
g

diselesaikan dengan mengurangi salvage value dari barang-baran
3 g

yang diselamatkan dari jumlah seluruh asuransi yang melindungi
i

barang-barang yang menjadi rusak itu.

sakan atau kehancuran s
g menggambarkan harta benda y

aluruhnya)

Loss total (keru
[ulah suatu loss yan ang sama
atau mengalami kerusakan atau

sekali menjadi rusak atau hancur,

kehilangan dari seluruh nitainya:

Loss leader
erdagangal eceran, jalah suatu barang dagangan yang

Dalam P
ipawah harganys.

dengan sengajs dijual @ atau margin sedemekian
a-biayad pcnjualan, dalam suatu usaha

menutup biay
beli atay 18088

anan-langganan, dan dengan

Kk calon pem
an barang-barang

uniuk menari
demikian akan dapat menjamin penjualan-penjual

i pcmbayaran-pembayaran

gut oleh suatu

Dalam asurans!
R H yang telah dipu‘“
maskapai yang telah
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yang diimpor dari luar negeri harus dibayar dengan Mata uang Doll
ollar
peril b agi perusahan-perusahaan di Indonesia yang

Amerika, menjadi
lam jumlah besar seperi industri susu
*

mengunakan bahan baku impor da
isis moneter melanda

cat, computer dan [ainsebagainya- pada saat Kr

n 1998-2000."
kondisi yans dapat menin

isebut sebagai hazard. Menurut Redja tiga kategori

Indonesia ditahu
gkatkan peluang

Adapun berbagai
terjadinya risiko d
hazard antara lain:

a.) Physical hazard
gkatkan peluang

»usatu kondosi fisik yang menin

Misalnya, bangunan tinggi yang

chance of losv)-
i memiliki physical hazard lebih tinngi

tidak dilcngkapi
srbakar dibanding<an bang

terjadinya kerugian (

unan

yang tinggi yane mem!

b.) Moral hazdl’ d
kteristik dalam diri

aitu ketidaki uurat

individy yang akan menmif
naj rkcuangan pe

Sah-.ya seorﬂﬂg ma

ataul
erjadinya

Y
seorang
rusahaan yang tidak

kerugian. Mi
pe [uang
manipulasi untuk

Karend ia bis8 melakukan

jujur akan memilikl

prihad i.

1 1gmail Solihi
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Hazard jenis ini berkaitan dengan karakteristik dari suatu

sistemn hukum atau peraturan yang akan meningkatkan frekuensi dan
;an. Sebagai contoh, masih lemahnya pelaksanuan Undang-

nilai kerug’
. Indonesia telah mengakiba

Undang Hak Cipta di
ku bajakan, cd bajakan, ved/dvd bajakan, serta
muanya menimbulhan kerugian yang

kan merebaknya

produk-produk bu

peranti linak bajakan yanb st
rusahaan yanb memproduksi produk-produk asli

sangat besar bogi pe

(Pemilik Hak Clptﬂ)
dalam 3 kelompok besar:

at diklasifi ikasikan

inisikan 5¢D ;gai suaty situasi di mana dalam

u kemungkinan bag

edangkan definisi risiko

a [cl‘dap al sa’, i pcmsahaal‘l

i tersebut hany
auau tidake S

i dalam situasi di mana

gan untuk mengalami

o risiko yang mempengaruhi

mcndasa" .2
. juruhs? atau Kelompok individu dalam
cara K6
s€ . Risiko spesifik jalah suatu risiko

individu dalam jumlah
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terhadap suatu perusahaan dan tidak

yang kecil atau hanya
enveluruh.

berpengaruh terhadap komunitas ekonomi secara m

3. Risiko Perusahaan
a4 kategori risiko utama yaup dihadapi oleh

Melipuli semuk

yang mcliputi r
%) dan risiko operasional (operational

imbul akibat ketidakpastian

sebuah perusahaan isiko murni, risisko spekulasi,
tretegis (strategic ris

risk) risiko stralegis alah risiko Y8ng t

g diperoleh
cahaar. Risiko ope

risisko s
dari tujuan dan implementasi strategi

terhadap hasil yan
rasional merupakan risiko

isiko strategl
iko kerugian

pjukan terjadinya risi
:an akibat penerapan

dalam bagian T

mnanc:ai yisk) yang menu
cal dari kerug

ﬁﬂancial paik yane berd

kevangan

secara
aan ma aupun K¢

strategi perusah?:
, an
pelaksanaan opcrasmnal ¢rusah?

Karena kef}a‘an ju

rbankan adalah risiko

unga? dJengan P°

Unsur fain ¥ |
mercﬂesikan tingkat

melindungi para pcnyimpan

Jeveragé oleh bank.

dana

si modal ?
: Ekonisizs 2005), hal

13 I 13
" ﬁfhatrl: od, MO anaje™”
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g terjadi pada bauk. Jumlah modal yang

terahadap kerugian yan

k melindungi para penyimpan wand berhubungan

dibutuhkan uniu
denpan kualitas dan tingkat risiko dari asset bank. Assel bank dapat
yang kurang perisiko atau assel

k tapi tidak terbatas p
rintali sedangkan asse/

diklasifikasikan cebagai assel
ada investasi

Pada umumny?@ termasu

berisiko.
k dijamin oleh peme

atau pembiayaan yang tida
api tidak terbatas pada surat-surat

ko termnsuk tet

yang kurang perisi
stasi dan pembi

rintah atay inve

berharga peme ayaan yang djamin oleh

pcmcrintah.

Risiko Kredit
:ika bank sidak bisa memperoleh kembali

injaman yang Jiberikannya atau

ngd dari P
b utama terjadiny

al. Penyeb®

mcmbcrikan

mudahnya ban
dituntut untuk memanfaa:kan

cicilan pokok atau bU -
i dilakuk a risiko
pinjaman atau

investasi yané sed?

g cermat dalam

a. Risiko
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kch . . - . ] -
utwhan likuiditasnya. Likuiditas secara Juas dapat didefinisikan
isi

sebagal kema
1puan untuk nemenubi kebut
uhan dana (cash fl

ow)

denpan scgera dan ¢e i
gan scgera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi
gi
n (ransaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi

bank untuk menjalanka

ang mendesak memuaskan permintaan nasabah akan

kctutuhan dana ¥
raih kesempatan

pinjaman dan memberikan fleksibiitas dalam mel
investasi menatik kcuntungan.”
Palam Undang-Undag No 40 Tahun 2007

B.
Tanggung Jawab Direks

Tentang Perscroan Terbatas-
Dalam Un dang-Undaﬂg No. ahun 2007 tentang Perseroan
mendeﬁnisikan perseroan terbatas adalah suatu
. pcrjanjian, melakukan

Terbatas (U ‘
badan hukum ng didir kan erdasarke
denpan modal dasar yang S¢ uruhnya terbagi dalam
. ang Jitetapkan dalam Undung-

kegiatan us? a
saham dan M€ nuhi persy 16
furan pelaksanadt

dalam Undang-Undang No.40
| 1 ayat (3) Direkst

Undang seTt? perd
seroan ierbatas (7
perseroan Terbatas Pasa
dan be_rtangguns jawa

Pengurus per:
Tahun 2007 tentant
- rgeroan yang berw
roan untuk kepe
roan Sserta mewakili

adalah orga"
dan tujuat perse

penub atas P°
. an aksud :
i donEL gi dalam r{‘ava”PU“ d: luar

sesua
perscroan aik 4
kotentuan ,paran dasar-
i Vvon Geireki Direksi adalah
: isme darl Otto
Menurut teor! organ!
gum. Sepert halnya manusia
an padan hu
organ atau alal rlcngkap
i aki, matd telinga, dan
mempunyai orgar.-orgarl, sepert! gan, K g
.. . dikehendaki atau
i organ-or itu di
etiap 4
seterusnya dan a8 |
i crakan atau aktifitas
di leh otak qanusi® g setiop B
lperintahkan o
“-__-'-‘_-_-—_-—-—.—-—'-
T erbatds
' 1bi '145‘ Pcrseroarl §
1bid,. hal " U dﬂﬂg'U"dangpersero' erbales

-]
pasal 1 8 at (
17 Pasﬁl 1 aia{j) UﬂduIIG‘Uﬂ




438

.ehendaki atau diperintah oleh badan hukum itu

Direksi badan hukum dik
sendirt i g 5
i Sehingga Direks adalall personiﬁlcasi dari badan hukum it
u
sendiri. Sebe ‘1 .
endiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein Jangsung mengataka
n
| bahwa Direksi mewakili badan hvlkum.”i Bertitik tolak dari pendapat
ketiga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Direksi PT. itu bertindak
mewakili PT. sebagai badan hukum.
Dalam pasal : mcmperolﬂh status badan
hukum scjak
dan HAM mengenal
indakan atau per uata
u plhak lam serta untuk dan

yerwakilan adalah
seseorang untuk ke tingan o y ata
atas nama oran hak lain

a. Kchendak Undang-Und g sematd” ata
i ilak orang- groranganl tertentu terhada
dan perwakllan yan dilakuka? oleh oran&P D
i angan Yan dinyatakan tidak caka
harta kekayaan dar! orang” GfOI'dﬂgd yang P
untuk pertindak dalam hukum-
i an rbuatan man
b. Kehendak Undang-Undaﬂg yang gisertai 46" pe usia
dalam zad emi
_qoadilan
¢. Putusan dan/atad pene an perE -
I salah tu pentuk per_]anjlan khusus
d. pemberian kua yang mcrupak
0
(fast giviﬂg).z
? (Bank) Menurul uv
— / . Ke‘j'baﬂpeﬂ :
" Ni d#FI:am Taﬂgg“”g J(;,wfjspiill;illlctin Huku® perbaf an Kebanksentralen
No. 40 indyo Pre P Forbat®
lat Per.wr oo
2007) hfllmr B " ;I’Uf:’rcm‘m L bﬂlﬁi karta: Forum gahabat, 2008), hal.
" 4 U“d“"g‘undmjb ab !emangP a
at ( ) 150 ng,a_fmv

64
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g

bagai organ perseroan yang mer.gurus perseroan

sar untuk kepentingan perseroan
>

(u untuk mencapai

Agar Direksi se
sehari-hart d:

hari dapat mencapai prestasi terbe
maka 1 . .l :

in harus diberi kewcnangan—kewenangan terten

m mcngurus pcrscroan.

hasil yang optimal dala
ja perlu diberi tanggung jawab

pangan yans diberikan,

Hal ini
jang tanggung J&W
tuk mclaksanakan

Dari kewe
dalam membicarakan

berarti

u
ntuk mengurus perseroan-
abnya. Tanggung

diperlukan ten
aktivitas

kewenangan Direksi,

ewajiban sese0!
kemampuannya-

jawab adalab k
sebaik mungkK

in sesusi dengan

skan kepadany?
erus atau dapat berhenti apabila tugas

yang dituga
perlangsur® t

langgung jawab dapat

perseroan biasan
demikian, wewenang

katan yang sarm
untuk membuat serta

harus mempunyai ting

mberikan ke
qn bidang

ubungan deng

perb
untuk melaksanakan

seorang Dircksi m&

putusan-kcputusan Y

menjalankan ke
l n paginy?
ugasnya jersebut M

ial

tugas-tugas tersebut dengah )

mencapai tujuan

ranggung J&%
reksi yang mene™
K an chﬂnﬂ-ﬂ

wewenang atad Di
. mengt

rseroaf

pengurusan P
wewenang atay kewsji0%" quj

Jan
esuai dengﬁ“ maksud

perseroan 5
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wewenang | : i
ng iu ddpal dllaksanakan sesual dengan tanggung jawab da
o ‘abnye ¢an
sebaliknya te jaw diberikan s¢ dengan wewenan
ya tanggung Ja ab harus iberika suai g ewenang yan
g

ada. *'
Dalam hal ini ada dua kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan
ntara pengurus

maka

san berbicara soal hubungan internal 2

rada dalam peng
yaitu hubungan antara

perwakilan. Pengurd
urusan pengurus

yang hartanya b€
pengurus

dan orang
bungan eksternal

perwakilan berbicara hu
yang diurus oleh but, dengan pihak ketiga
n hukum dila

Kkayaah milik oran

pcngurus terse

urus dalam

dan harta kekayaan
kukan oleh peng

uatu perbuatd

kapasitasnya sebagai pcngums harta ke
ikian pcngurusan perseroat
dan pemegang saham

dengan siapa $
g fain.?

vaitu hubungan antar® pireksi
perbicard tentan

(RUPS). Adapun perw
tara DirekS'

yaitu hubunga" an
atas nama

eksternal
m untuk dan

melakukan perbuata?

2
2 }deyo Pramongs ian
ono, Hukuit o ailit0M ¥ o il e
» J Wldlaja'
- wan
Ahmad Yanh wlllaal. 121! 3. Ll

R,
{5 nasns ™"

2
Pasal 97 ayat
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1a Direksi.?’ Ayat (5) nya mengatakan
ak dapat dipertanggungs-jawabkan atas
ada ayat (3), apabila dapat

renteng bagi setiap angeo
bahwa anggota Direksi tid
kerugian sebagai mana dimaxsud p

membuktikan:
kesalahan atau kelalaiannya:

gian tersebut bukan karena

yrusan dengan itikad
maksud den fujuan perseroan;

1) Keru
baik dan kehati-hatian

2) Telah melakukan peng

untuk kepentingan dan sesuai dengan
gsung maupun tidak

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik lan
langsung atas indakar pengurusa” yang mengakibatkan kerugiar;
. bul atau berlanjutnya

4) Telah mengam

saham
, atas nama perseroan, ].Je.megang

Dalam pas2 .?.7 ay;;tin(gﬁ)sedikit 1/10 bagian dar jumlah selurub
yore mewaki ' s dapat menga_]ukan Ig“l:rgcatank mf;zlm
ar irckst na kesalahan

ls)aerrlli::digin]gﬂcgcri terlfadapz_m kerugi:ir:l:ysel r;’::‘g ar
atau |elalaianny? memmbulktm o
si mewakili pT. baik di dalam
an bahwa dalam

ayat (1 g
Dalam 98 ay gad”al'l- o dari satu orang, ang bwaenaf.lg
i kecuali ditentukarn lain

kerugian tcrsebat.”

maupun di 142 pene’ giri leb
. eksi teroi’ ireksi,
ha) angg® D;dal ah sctiaP ota ?wa pahwa kewenangan
mewakill Jasar Ayet ) tas dan tidak bersyarat
datam 'angg .aPT- adalﬂh t t ;ta?ll( ptusan UPS.
EierT]dI::cw o fin 57 g irektur utame,
cuall danyd [1¢4
atur &
: ktur 0% .
gekalipun 9! dal » girektur produkst dan lain
, kepattt™"
direktur persoﬂﬂﬁa' direkt dukan direktur utama 121 menjadi
wa kedu
sebagainya, tidak berar™ b
'I‘er_bé’lHs

N\‘_-"—"'—-—-—"‘/ _Undang ero;‘:
2: Pacal 97 ayat (4) S:gﬁ:g,undaﬂg gcrs 1
% paal 97 ayat (3 Jav

 Nindyo pramon ang8* oot porser 2 erbots®

0 pusal 97 ayet (6 U"dang_undaﬂs Pcrﬁeroﬂn Terbalds

¥ pasal 98 ayat (D U"d""g,undaﬂg seroah

3 pasal 98 ayst (2) U"j;ﬁg_undﬂﬂs pe

33 pusal 98 ayat 3 un
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Mercka adalah dewan kolegial. Sistem

lebih, kedudukannya sederajat.
sama atau tanggung renteng.>*

tanggung jawabnya pada dasamya bersama-
rsebut ditentukan yang berwenang

98 ayat (2) €

dalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain

dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin,
 (RUPS, Dewan Komisaris

Dalam pasal
mewakili PT. a

Jalam anggaran

kedudukan masing-masing organ ;

dan Direksi) pada asasnya safu sama lain mem?unyal kcduduk?n

yang sama atau sejajar, yang s@ ak berada di bawah yang lain,

masing-masing mem diri yang ciberl

oleh UU atau Anggaran '
¢ Direksi atau dewan

n PT. yang

komisaris dalam
i kepada kepentinga

tetapi 1€V

kepada pemegans saham,

cakupannya lebih 1423 dari pa
dalam yuPT. kewajiban
_ pewajibaf
kaitannya dengan kewal! yang menyatakan

Direksi itu dapat kita fiht

bahwa kewajiban Direk
g 53[181'“,

a) Membuat daftar ]l:e.mcga" na
ireksts m
b) Membuat e tahuna’ chatgﬂh“n lgg?jgkl““cﬂ keuangan dan
dokumen peru® dafiar:
, jaruh 2
¢) Memelihard Sea ofiar, risalah,
dokumen lainny# W i

1

Ibid. hal. 22-
3 paca Undang” " jpdand
Pasal 98 ayat (?’l) O danS'U"d

3 pac sl 100 ayat
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sal 101 ayat (1) menentukan anggota dierksi wajib
. ! waji
i saham yang dimilikinya ai;];u

PT. mengena
untuk selanjuinyd di catat dalam daftar

kmelapczvrkan kepada

kfllu"argaﬂya dan PT. lain

sus, anggota Direksi i

terse . I yaﬂg tldak me]a_ksa .

}M:E:t dan menimbulkan kerugian PT., i akanl::kan kewayiban
an secard pribadi atas kerugian 3 empertanggung

iban Direksi yang ain adalah bagimana diatur

Kemudian kewaj
dalam pasi . .

pasal 102 Direks! wajib meminta pcrsetujuan RUPS untuk:

1 Meneali -

5 N::::j,’ddl]:kan kekayaan perseroant atan

' .niadikan jaminan u kekayaan perseroan

e al ‘ , yang merupakan i

dari 50 %o Jumlah kckayaan persih persero dalam sattl tr;lsaksilz?;:

j tu sama fain maupy

lebih, baik yang
Undang-Undang No pun 2007 tentan
a dapat Jitemukan 9

n scksamé

g Perseroan

Jika
Ferhatas dibaca deng? maka setidakny

ndang-Undang

pasal dalam U
Terbatas yang S¢C4™ tegas mengatuf mengend
masing-masing 3M& ta Direksi M2 pun (87 gung jawab renteng semua
anggota Direksi perserom‘l, k sembile? pasel tersebut 5 perurutan
adalah:
1 aitkan dengah ki JiI?an pireks? untuk
: dlkali pelian kemball saham perseroat:
sung oleh perserye” Direksl
ara dan proses

a. Pasal 37 ayat 3 UU sl
dalam U2 " idok 180
H tersebllt dCﬂgan ¢

E‘eﬂjamm pahwa "
aik secard [angSUnE mal
ji an
wajib memastike” b \::t fe belt 7
t 0 meé yebab ckayaan
terSebu v f o e
1.

yang telah ditcntukﬂﬂ, 3
bali P (ebil il dari i
i1 yang telah disisihke
jbeli kcmbali oleh

1) Pembelia® m
ih per roan
g angah
bah cad ﬁh am Yane .
an fidgusid alas
in yab sahamnya
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eroan kecuali diatu i
’ ur lain dalam peraturan

ditempatkan dalam pers
perundang-undanga dibidang pasar modal.
pada dasarnya ketentuan pasal ini memastikan bahwa Direksi

dalum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian
an telah dilakukan den

rmeds bahwa transaks
pemegang saham yang

gan penuh kehati-hatian,

kembali saham persero
i ini dapat

dan iktikad baik, serta well info

dilakuken tanpd merugikan kepentingan

. .39
i k:.:mball.3

sahamnya dibe
b. Pasal 69 ayat 3 UUPT. yans terjadi Aalam hal laporan keuangan yang
ta tidak benar atav menyesatkan, &0 ota Direksi
') se tanggung  rentens

disediakan ternya
(dan anggold
bertangggung J8

El

wab ter

Ketentuan ini
sangka pclaksanaﬂﬂ ﬁduciarfduox Dircks! jerhadap

¢. Pasal 72 ayat©
ilakukan .
rakhifs n .
an be pukti mendert
likan

interim yang
sebelu puku Pers®
lum tahun.k ! Pl rseroan 10
idak bIs? mengemos,

kesalahan sangaﬂ

d. Pasal 95 ayat 5 yuPT- <
anggota Direks karend U6 um
maka meskipu? pe otd
nama perseroan ch a8 L g; 1a"8
tetap mengi ¢ dan

roat

8 . dans : pireks
,,, Pasal 37 ayat 3) U“d;aqg U;up:m sebo8”! o
Uakareg. 12 (Gunawan widjai® Risiko '
: Forum Sahabal, 2008), D% jpdant
o l(’asal 69 ayat 3) U‘;{_ 0
o vwan Widjal® £ o dang T
42 pasal 72 a)"al (6) UndaﬂS'Uﬂdﬁn
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demikian an irekst
gpota Direksi yang bersan kutan

terhadap kerugian perseroan." ¢ tetap beranggun Javd

gat nyata bahwa yang bersangkutan sama

Dalam hal ini san
sekali tidak memiliki iktikad baik, pahkan sebelum pengangkatann

ya
perseroan. Lebih jauh legi anggots Direksi

kan telah melakukan perbuatan

gcmukakan (disclose)

sebagai anggota Direksi
ya dapat dikategori
y) dengen tidak men

awan hukum (illegalil

tersebut sebenarn

mel
paran yang scbenarnya.“
pasal 97 ayat 3 QUPT., terkal dengan 1anggune jawab penuh setiap
anggota Direksi ribadi, manakala dalam mela.ksanakan tugas
pengurusannyd dap perseroan menerbitkan kerugian
perseroan, sebagai akibd oS alahan atau kelalaisn Direksi dalam
tesebut- Tanggun jawab tercvbut  berubah
la kcanggotaagsDireksi terdiri

menjalankan tugasn
rerlteng
yat 4 Ul
tan

neniadi tangguné jawa
¢ o tau Jebih (pasal 17(':
i

fakta atau kebe

Jawab pada pasal
ng dikaitkan

c atas 2 (dua) anggOthfJPT p—
- pasal 101 aya! ! » 0¢ ,
101 ayat 2 U yPT. tent?n‘fnketerbukaaﬂ lffm;fﬁflm) be
] v
& ggﬂglaﬂl Olzcrgu:tg lgnUUt;?i Yy perlak d hal kcp?ilitan, t!ill.k
kaf:na ennyohor}aﬂ persero maupy” g:nh pihak-].:(e!ﬁ
terjad kgrena kesslh o kl:ala ba[I)l le ; dﬂlampi:a;ia;llitax
mbayd selury ewa i
kg k2Tt D gt T e o
awab atas seluruh k wajios? ye lUP]” Tang, wab tersebut
| Menurut p 104 f;yat sa:lah atau lalal yang pern
tersebut : ol3 pirekst yang 1 o
berlaku jug? pagi angE% " pireks! Jglam Ja& n
menjabat sebagal anggot;an paili giuca perlu_diingat dan
sebelum utusan pcrﬂy 3 ailaitans duc duty Direks! &
i dalam hat keP ontuk  perserodn atau
diperhatika® pahwa 93° " jagi 5 ata-mé pe
terhadaP kreditor tldrz;kan e 4 Jiabsi
pemegs 7 saharln]pl%riat( yuure yanat;irkt?s:iu::f Dewan
h. Penjelasal pas?. " jemint? setu]UBl T orbuatan ukum terientu
kewajiban antuk P s ceksi glakukar
Komisaris gebelu™ pi
_Undané
? Pasal 95 Y8t (5) U"‘!"fﬁ thal. 85 oo Jerbatss
* Gunawad widjal2 Ré:‘n g.'undﬂﬂg pcrsr; o T
i e rerset®
n

15
Pasal 97 Y8t ) .
6 pasal 101 ayﬁ‘(” U"g‘;“gndnﬂg‘
47 ppgal 104 8y8L

A
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Meskipun UUPT. menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat

perseroan sepanjang pihak lainnya dalam
. : perbuatan hukum t
beritikad baik, hal terse mengakibatkan mnggunge;:f:,}:;

pribadi anggota Direksi, di kerugian pada perseroan

rat atau kesalahan pada

but tetap dapat
manakala terja

Kelalaian be Direksi tidak memberikan
nt rule tf:rhadapnya."9

Behubungan dengan diabaikannya
kewajiban U atau bantuan kepada RUPS.
Dengan pend i dengan ketentuan yang diberikan dalam
penjelasan pasal 2 UUPT, jelas bahwa meskipun UUPT.
menyatakan ahwa peroud hukum tetap mengikat perseroan
k lainnyd Jalam perbuatan hukum gcrscbut beritikad

i k memberikan

scpanjang piha

baik, kelalaian berat atad
kepadanya perlindun

qal yang

awab pribad i,

perlindungan pusiness judgme

i, Pasal 104 ay

hadap Direksi tersebut dapat

demikian ter

manakala terjadi kerugian pada

Dalam

dikenakan tanggung J

Pclf!w‘eroan.'il
. _Undang 1¥0-40 Tahun
C. Tanggung Jawab Dewall Komisar alam Undavg g
Pcrscroau Tcrbatas.
an Terbatas perkataan Komisaris

2007 Tentang
ng persero
rseroan yang

Dalam Undm‘g’unda
Y pt:l'ld!l]d adflhh organ pF
vang
meliputi dua pﬂﬂg‘:r" ! ta Dew
misaris dan anggo ewan
|drlgﬂ“" aDGWaﬂK
lazimnya dikenal 9¢
Komisaris terseP’"  pe omisaris adalah organ
ayal (6) aw o secara umum
Mcnurut past blc rtu);;ﬂs melaklﬂfan dgsal' serta memberikan
persemaﬂ & ai deng angt®
Sou KB5S SESL ksl
r
nasihat K pa a Dl
P rerbat?
e S ‘_;_________,,,,,/ Undane perser®”
- 2 UndanE™" o, 86. perbatd®
Pasal Il? ﬂ}’ﬂt.i;’ R!‘glkau:{;“lﬂg pc;scl‘ﬂtm
h pbatd:
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Gunawan WidJ ) :
ang .

:T' Pasal 117 ayat (. ljzr};kﬂw al- 86-  oan Te

(unav idja)é ang

;unawan Wi ,,dang'U“d

52 pysal 1 ayat (6) U
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108 ayat (1) Dewan Komisaris melakukan
mengenai perseroan

kebijakar pengurusan,

Dalam pasal
mberi nasihat kepada Direksi™.

pengawasan atas
maupun usaha perseroan, dan me

tas dapat meraberikan gambaran bahwa tugas

Dari kedua pasal dia

saris adalah:

utama Dewan Komi
1as kebijakan pengurusan

baik mengenai

1) Melakukan pengawasan &
saha perseroan-

perscroarl maupun u
jalannya pengurusan

2) Melakukan pengawasan atas pada umumnya
baik mengenai perseroan maupun usaha perseroaf.
3) Memberi qasihat kepads pireksi-

g biasanyd diatur di dalam

a (ugas Dewan Komisaris Y&0

Beberap

dasar antarg lain:
akukan oleh

erseroan yang dil

anggaran

a) Mengawasi (indakan 92°

Direksi.
dzn kekﬂyaan

by Memeriksd buke,

:uk, dan
¢) Memberikan (eguran pﬁtUﬂJU"* |
ketclcdoran Direks

apat memberhcntikan

a di‘chk'an

d) Apabil
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pribadi .masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun anggung

gota dewan komisaris perseroa. Kelima pasal

jawab renteng semud ang

lersebut secara berurutan adalah:

. P"dsal 69 ayat (3) UUuPT., yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang
disediakan ternyatd tidak benar 8ty menyesatkan, (anggota Direksi
dan) anggota dewan ara tanggung rentens bertanggung
jawab terhadap pihak yang lruglkan.s5

b. Pasal 72 ayat () yuPT., yans perhubungan dengan pel
interim yang di i) dengan persetujuan Dewan Komisaris

n buku pc:seroan erakhir, ternyata setelah akhir
diketahui dan menderita kerugian, sedangkan
i apat mcngcmb?gikan dividen interim Yang

pemegang saham 1! copads eroan
telah dibagikan tersebut epada per>™ . .
Jadi (bja]am hal ini unsur kehatl-hanan sangattah ditekankan.

mbagian dividen

c. Pasal 112 ay& (4 tcrjadlr_lgzk pembatalan
pengangkatan ota Dewal ; l':: ttlan . ut;lcmcnuhl
persyaratarn pcngangkatannya, mak meskipun P® Kua n ht 1irn yang
telah dilakukan untu atas qama Dewan dqmlsans -rel?clum
tal, tetap meng! dan menjad! tanggung jawab

i anggota dew:

pengan gkatan
kali

Komisar is. )
Kai dengan tanggung ‘Jawab secara
o atas keruglan perseroan

UUPT’ ter  aris
Korr! i menjalan fugasnya.
Dewan

55 '
pasal 69 aY3 -
n Und.‘lﬂg

:;’ Pasal 72 ay4 U

38 pasal 114 8Y




59 ;

ukan oleh Direksi dan kehayaan
oruh kewajiban perseroan
dewan komisaris secara
(dengan anggota Direksi)

terhadap pengurusa
perseroan tidak cuku
akibat kepailitan tersebut, setiap anggota
tanggung renieng jkut bertanggung jawab

atas kewajiban yang belum dilunasi.
{ berlaku jugd bagi anggota Dewan

a) tahun sebelum putusan

p untuk membayar sel

Tanggung jawab tersebu

Komisaris yang sudah tidak menjabat 3 (tim

capkan."o

pernyataan pailit diuv




BAB IV

B DIREKSI DAN DE
T PERSPEKTIF HU

TANGGUNG JAWA WAN KOMISARIS MENURUT
UUP KUM ISLAM
b Direksi Terhadap Pemegang Saham Akibat

ruf Hukum Islam

ggung jawab Direksi

1. Analisis Tanggung Jaws

Kerugian Perusahaan menu
dan Dewan

Sebelum membahas mengenai an
Komisaris akibat kerugian pcrusahaan yang kami tekankan dalam pembahsan
ang terjadi akibat darl kelalaian atau kesalahan

lah kerugian Y
g dilakukan oleh D

skripsi ini ada
ireksi dan Dewan

dan pcnyaiah i

Komisaris
has wnggungiawab pircksi tersebut ada dua doktrin
duty dan business

Untuk memba
ra lain: fiduciary

3 , a
yang penting untuk dlkemukakan an
Judgment rule. kan da suatu isi
ang ditempal pa posisi
Fiduciary 44 adalab seseorant g
aya ik berdasar ukum
kepad di erahkan suatd kepercayddt bai
yang kepd anyd S -
k tinalakan.1 gehubung®” der.,an kepereay
maupun  berdasar a T
nangah k wenanga” ang perhubungan €€ gan
Direksi diberika? ewe
; palain: - o
orinsip fiduciary 7 anta g — L
ada K€
insi sudkan kep
1) Prinsip yan& mewy
(duty of skill and care) ” » . _— e
itik
juk ada ! |
%) PR yone S fuju erserodn (duty of loyalty)-
; in an
semata-mat? dem! kepe™ B
rdagmrgm: !nggrfs-!ndomsia, (Jekarta:
J/ £onO" uang®” 2
o kO
! Apdurahmar® Ensik!()!"*ff’lff
1991)- hal. 47

b, .
Pradnya Par imib
6!




(Jakarta: forumm Saha

61

3) Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan secara pribadi atas suatu
opportunity yang sebenamya menjadi milik atau diperuntukan bagi

perseroan (no secret profit rule doctrine of corporate opportunity).?

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang

diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, kecuali diatur lain dalam

Undang-Undang. Ini berarti Dircksi memiliki limitasi dalam bertindak atas

nama dan kepentingan perseroan, sehubungan dengan hal tersebut Paul L

Duvies dalam gower’s principles <f modern company iaw, menyatakan

bahwa:
the general equitable principle to company director, four

rged. These are:

In applying
in good faith in what they believe to be the

separate rules have eme
a) That director must act

bast interest of the compary
the power conferred upon them for

b) That the must nol exercise
from those for which they were corferred

purposes different
c) That they must no! fatter their discretion as io how thay shall act
d) That without  the informed conseni of the company, the must not

place them selves in a position in which their personal inierest or
duties to other persons are liable to conflict with their duties.

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukan bahwa semua

alankan tugas kepengurusannya harus

Direksi perseroan dalam menj

senantiasa:

a) Bertindak dengan itikad baik

perhatikan kepentingan  perseroan dan bukan dari

b) Senantiasa mem

kepentingat

W Rampdi : i. 2005), hal. 73.
g Hukum Dagang, (Bandung: Allum.m. 20 .73,
“\j{ﬁ{?agtmg‘:ﬁsko !;uk:::n Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT,
n Wida)

hal. 43

bat, 2008);

2 pans Sastra
3 Guwananwa
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¢) Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan
tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat

kecermatan yang wajar dengan ketentuan bahwa tidak diperrenankan

untuk memperluas dan mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri

d) Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat
mengakibatkan kepentingar dan atau kewajibannya terhadap perseroan

kecuaii dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.
Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, bahwa antara Direksi

dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan di mana

1. Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ

yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan

2. Keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi tanpa

perseroan maka tidak pernah ada Direksi.’

Menurut Sutan Remy Syahdeini, di negara-negara yang menganut

ndar of care atau “standar

common law sistem acuan yang dipakai adalah sta
Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar

kehati-hatian”. Apabila
standar of care, Direksi tersebut telah melanggar duty of carenya contoh dari

_hatian itu antara lain:
ak boleh melakukan kegiata
sama sckali atau memberikan sangat

standar kehati
n atas beban biaya

1) Anggota Direksi tid
abila tidak memberikan
| manfaat kepada perseroan bila dibandingkan deng
ggota Direksi yang bersangkutan. Namun demikian hal

perscroan ap
) fi tbadi
ec an manfaat pribadi

yang diperoleh an
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itu dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya represcntasi
51

jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan keput
usan

RUPS.
2) A ireksi ti e .
) Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroaa yang
dipimpinnya. Misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis
yang seyogyanya disalurkan kepada dan ditakukan oleh perseroan y
ang

dipimpinnys, tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan

yang lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi Direksi itu

ota Dircksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai

3) Angg
u sepatutnya diketahui akan dapat

suatu hal yang diketahuinya ata

mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundar.g-undangan yang

berlaku, sehingga perseroan rerancam dikenai sank i eleh otoritas yang
cabut izin usghanya ataul dibekukan kegtatan

berwenang, misalnys di

digugat olel pihak lain.

usahanya, atau
gaja atau karena kelalaiannya

telah tidak

4) Anggota Direksi dengan sen

telah tidak cukup melak
h timbulnya kerugian perseroan.

aianaya telah tidak melakukan

nelakukan atau ukan upaya atau tindakan yang
ambil untuk mencega

perlu di
gan sengaja atau kelal

5) Anggota Dircksi den
perlu diambil

an konsep business Judgment rule yang berasal dari Amerika

Sedangk
ka untuk mempertanyakan

ini, mencegah pengadi

_/”"-;,;,;,;;kana: Ginar Grafikd, 2008), hat. 72.

5 jono, Hukum Kepa

lan.pengadi {an di Ameri
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pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik,
tanpa kepentingan pribadi, dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan
wa

bahwa mereka para anggota Direksi telah mengambil suatu keputusan
, yang

menguntungkan perseroan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa business judgment rule

secara tradisional, memang dikonsep untuk melindungi kepentingan anggota

Dircksi dari pertanggungjawaban atas setiap keputusan usaha yang
diambilnya yang menerbitkan atau mengakibatkannya kerugian.®

Menurut Munir Fuady, doktrin putusan bisnis (business judgment

rule) ini suatu dokirin yang menganjurkan bahwa suatu putusan Direksi

mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun
Meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan perseroan

sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Putusan sesuai hukum yang berlaku

b) Dilakukan dengan itikad baik
uan yang benar (proper purpose)

¢) Dilakukan dengan tuj
yang rasional (rational basis)

tersebut mempunyai dasar-dasar

d) Putusan
i-hatian (due care) seperti dilakukan olch orang

e) Dilakukan dengan kehat

~hati pada posisi serupa.

yang cukup hati
layak dipercayai (resoinable believe)

f) Dilakukan dengan cara yang secard
ost interest) bagi perseroan.’

sebagai yang terbaik (&

b Gunawan Widjaj% Risiko..., hal- 44

7 Jono, Hukut.- hal.
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Untuk mengetahui bagaimana tugas, pengurusan, kewsjiban dan
khususnya tanggung jawab Direksi persecroan dalam UUPT yang

berhubungan fiduciary duty dan business judgment rule aken kemi jabarkan

sebagai berikut:
Ketentuan pasal 97 UUPT di awali dengan rumusan ayat (1) yang

menyatakan
“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana
dimaksud dalem pasal 92 ayat (1)7,

jika diperhatikan dengan ketentuan ini adalah penegasan dari aturan

yang ditetapkan dalam pasal 92 ayat (1) UUPT. Di mana dikatakan bahwa

Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:

1) Memperhatikan kepentingan perseroan.
2) Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (PT).
ketentuan mengenai larangan dan batasan yang

3) Memperhatikan
diberikan dalam undang-undang (khususnya UUPT) dan anggaran

dasar.

Dari ketentuan ini bahwa sindakan Direksi memiliki tanggung jawab
dan karenanya tidak dapat

keperdataan. Sebagai pengurus perseroan,
yang dilakukan Direksi yang berada di luar

diberikan  kepadanya  haus dapat

ada tiga jenis

bertindak sesuka hatinya. Apa
batasan  kewenangan yang

olehnya. Dalam hal ini

dipertanggun gjawabkan
g harus dipikul oleh Direksi yaitu:

pertanggungjawaban yan

a) Penanggungjawaban terhadap perseroan.

gungjawaban terhadap pemegans saham.

b) Pertang
s B
c) Pertan ggungjawaba.n terhadap kreditor.

/
ia, Risi .77
¥ Gunawan widjaja, RisikO. .- hal. 7
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Ketentuan bentuk pertanggungjawaban Direksi terhadap perseroan

pemegang saham, dan kreditor tercermin dalam pasal 37 ayat (3), pasal 69

ayat (3), pasal 95 ayat (5), pasal 97 avat (3), pasal 101 ayat (2), pasal 104

ayat(2), pasal 97 ayat(6).
Rumusan pasal selanjutnya pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan

“Pcngumsan se:'bagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab”
gau sifat pertanggungjawaban yang melekat pada Direksi

bahwa

Sejalan den

dalam melakukan pengurusan perseroan, pasal 97 ayat (2) menekankan pada

arti itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau

dibebankan kepadanya serta menurut aturan main yang berlaku. Selama dan

sepanjang Direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik, dan dalam
n dan koridor serta menurut  ketentuan  yang telah ditetapkan

batasa
lindungi oleh business judgment rule?

sebelumnya Direksi senantiasa di

an oleh Salomon dalam perkara greis enlerprises foot

Seperti dinyatak
Inc. 496 ne 2nd 959 (Chio 1985) business judgment rule melibatkan

ball. Co.
an subtansi. Sebagai pro

ses, business judgmen: rule

dua hal yaitu proses d
ebagai

rmalitas pcngambilan keputusan dalam persercan. S
gambil keputusan bisni

yang dimilikinya dengan itikad

melibatkan fo

dalam suat! men

bansi S, Direksi dari suatu
subtansl,

perusahaan bertindak atas dasar informast

idjaji Risiko.. hal. 79-

9 Gunawan W
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baik dan dengan K i
n dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semax
aw-mata
untuk kepentingan pcr:;croan.“’
Jadi, sesuai dengan pasal 97 ayat (2) UUPT, anggota Direksi wajib
= 11
n itikad baik (in good faith) dan dengan penuh

of responb:'iity) apabila Direksi

u lalai dalam

melaksanakan tugasnyd denga
tangggung jawab (and with full sensie
tersebut ternyatd terbukti bersalah karena sengaja ata
ry duty-nya tersebut maka terhadap kerugian

iban fiducid
ntuk menuntutnyd dar

roan perhak U

menjalankan kewaj
i Direksi

yang diderita perseroan; perse
tersebut."”

Ketentuan 5clanjumya yang diatur dalam pasal Q7 ayat (3) UUPT
ara pribadi atas

jawab penuh €€
Jah atau lalai

ta DirekSi bcrtaﬂgglmgla
; abila yal rsangkutan bersa

maksud ayat )"
n dari dua ayat

menyatakan bahwa:

«getiap angs®
kerugian pcrscroan g e
menjalankan fugasny? sebagdim®
pada Jasarny® tersebtt merupaka? kelanjut2

a. Ketentuan pasal 97 ayat (3) yang
akan atau pcrbuatan Direksi yané salah

bc.1i11dak atau mcngambil

sebelumnya
ditekankan adalah @
perbuals

karena sengajd ataul
an bahwa: “dalam

keputusan secarad iti

Selan atnya P 54

Direkst
!anggungfﬂ“’ ba
, 1ehg
ranggir€ " Bt itnnggl'"gl :
o menge™ orhatika” pa
mbn?jg‘::kfindengﬂn etap mempP
satu d€ g

--_____/

© tbid., hal 79.
1bid., hal. 79.
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mak u.Lmu{m pasal 97 2 () WopT menggambarkan dengan jelas
akna dari itikad baik (gaudﬁu'fh) dan prinsip kehati-hatian (duc care) dalam
business judgment Jule bagi setiap anggota Direksi. Setiap pembuktian yang
secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Direksi telah melanggar fiauciary
ah melakukan kelalaian berat (gross negligence), kecurangan

duty atau tel:
an terjadinya

i unsur atau menerbitk

(fraud), hal-hal
atan yang melanggar

benturan Iu,penll"btm (¢
; rule tidak lagi melindungi

prinsip pusiness judgmen
1 97 ayat (4), tang

Direksi. Rumusan

), maka
gung jawab

hukum (illegality
- pasa

eluruh anggola

Direksi secard keselur
renteng ¢

ada

tersebut menjadi tanggung jawa
pasal 97 ayat (5) gecara tidak Iang',ung emberikan beban pembuktian p
pihak yang menyatakah pahwd Direksi tidak perhak atas perlindungan
business judgmanr rule, denganl d mikian perart! seorang Yang hendak
menggugal Dirt:ksi harus membuklikﬂﬂi
i leh Direks
1) Kesalahan atau K |alaian ! I hdl|ﬂkUk
id -i1cad baik Jan kehat
2) Direksi telah melakuka? engurust’ jidak deng™ itikad 0% il
hatiz
e cama @ gotd Direks! dan atau
3) M uran epentine™” i
emPU“Yf" - un ridak L gsung atas pengurusan
gecard jangsune mal
pul atau

keluargany? bal
sjan-
unluk menccgah tim
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Berhasilnya pembuktian tersebut membawa akibat bahwa seluruh
i menjadi langgungjawab renteng atas seluruh kewajiban

anggota Direks
g disebabkan oleh

keputusan Direksi yang

scbagai akibat kerugian Yyan

bersanghutan.

h bahwa ketentuan pasal 97 ayat (5)

nikian jelasla
s bagi anggota
g dibebankﬂﬂ da

Dengan  de
Direksi untuk dibubarkan dari

pasal pamlmgka
Jam pasal 97 ayat )

merupakan
kewajiban tanggune jawab rentens Y
UUPT:

pasal 97 - ©6) gUPT m mengatur me ngenal hak gugatan derivative
_perlu dlperimumn pahwa ketentuan ini
PT mengenai hal yang

glah oleh

terhadap Direksi sebagal 5¢

sama namun berlé

da yané dap?! _
sﬂma—sama maka dind :

hwa “ketentuan

ak anggotd

uk mengajukan

karena tidak @

dan Dewan Komisaris secar L
menyd
% uurt, mengurant

sebagaima :
Direksi 1217 :?:rsero e
gugala” e nya mewakill perseroan
(leksi paliw? yang charusny d[yu
Meru akal re aranﬁduciary -
' . yang Y ak melakukdﬂ elangt k
- : ek yer : ektif Is! akan kam
alah anggot ngiﬂw‘lb n gerugiah persp
e i berik t
S dangkan pe i figh scbagd
jamd
jabarkan beber apd Pe”dapa 4 ari modal 427 oleh karend 1
i gl
. .,n))a 7
Kerugiaﬂ ber: hilang ol Jsahd Jan akan dltanggunb
’ dimnam
. | ang
akan dibag! gesual modal Y
1_\_///’/_/
" sbid., hal. 83-
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ole i Sl -

eh pemilik modal. Pada prinsipnya hahwa dalam kasus kerugian yang
teriadi wile _— z

erjadi  dalam usaha _;am-.s'tok baik yang berdasarkan syirkah ataupun
n akan dibagi sesuai ukura

li figh, baik dif

mudarabah, keru gia n atas modal yang ditanamkan,
akati oleh semud ah
n Sunniyah yans ter
i ukuran terhadap modal

-aJangan Imam Syiah

sebagaimana disep
{ Imam dari golonga Kenal itu. Syekh Ali
al-K haif menulis: kerugtan al.an selalu dibagi sesud

maupun keempa

akat akan hal ini meskipun mereka

yang y di pertenlangkan
idak

yang scbenarnya. Semud Imam P

berasal dari kelompok Y2
I, tidak diberlakukan dan t

a akan diangg
al tersebut

am usaha, maka h

g Jitanggung pcmlllk modal itu

dalam prinsip ini mak

akan dilaksanalan. Jika erjadi

dianggap bLbr.l‘[;,d

an peberapd ahli figh) atas

atau modal yang

sendiri.”
: (bc:rdasark

Dalam

reduksi, jumlah ini merd

Penanggungjawab
kerugian terhadap b
. kecua“
olech pemiliknyd !
jain 8

tersebut dialihkan kepad
. pahwa "

Hal ini didasarkan pa ;
n orang y
15

kondis: dimand

keduanya dibebank?

14
M Nejatullah Slddg‘é) hﬂl 15-

D;
dn“ludkll Prirna Yasd:
5
Ibid.. hal. 16-




71

Syamsudin al-Sarakashi, kerugian merupakan

hanc @ : . .
ncurnya sebaglan modal. Selanjutnya dikatakan: tidak ada

, bahwa melakukan ko

Batasan kerugian
perbzdaan

ntrak dengan perbandingan

pendapat tentang kenyataar

k sesual ukuran atas modal yang ditanamkan atas suatu

i suatu kondisi maka hal tersebul tidak

kerugian yang tida

modal yang ditanamkan sebaga
berlaku. Dalam mug‘;?mbzd;, pihak yang pekerja dengan modal yng diperoleh
ydarabal, tida ah dibebankan dengan

melalui perjanjian 779

ab karend adany? kerugian-
g dalam yirkah setiap pihak harus

k dapat secara S

langgungjaw
adaam al- Maqdisi menulis,

{ bagian erugian perdasarkan

[bnu Qs

mendapa

dan dalam mug'ardbztb kerugia

ditanggung oleh

suatu reduksi dalam modal

ditanggung, oleh pihak yan
kerugian yang akan pertam?
Jury-tidale ihak Jain.

dan tidak kepada P! o di At

Setelah menyi™ . ,
‘ atan tﬁl’hﬂdd

sedikit keraguanl tentant
& .k Jane idak mena?

ih
telah menetapka? bahw? P . aya. D37
modal itu untuk

pcl’USThddﬂ,

figh tersebut J .
,ruglan

ke 4y pung?

menghindar dart

nsi laﬂgsung

konskue
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merupaks : - . '
pakan landasan yang penting bagi topik kita. Para ahli figih Islam

menunjuk: ) o
njukan bahwa 10l dikarenakan kenyataan bahwa kerugian it
modal sehinggd apabila itu terjadi, hal itu merupakan

penyusutan sebagian
Jilik modal itu scndiri.'
bahwa kerugian @

6

langy mg_jumlh pen
dalah merupakan

Sedangkan ~-menurut kami
pabila kerugian (ersebut terjadi dan bukan
aka bukan

berk urs
rkurangnya suatu modal maka @

g dilakukan oleh pih
a dan menjadi tang
katakan pahwa D

merupakan kesalahan Yai ak pengelola ™
menjadi tanggungjawab pihak pengelol sung jawab pihak
ireksi

(. Dalam pasal 28 ayat 1 di

pemilik modal terseby
i luar pengadilan dan ayat 3
perseroan

mewakili perserodn
pireksi
rsyarat,

pahwa

mengatakan
sebagaimana gimaksud padd ayat | adal o
R
Anggaran Dagar dan
kecuali ditentukan 130 dalam Uﬂdar'g‘u"da"g’ = ek
[a direkst € gai wakl
Deng: demikian sangatlah jelas bal:wd @ AR
ngan : rtanggU"gj qwabanny? atas kerugian
dari pers (idak dapat gimintakd” ‘
perseroan U i hukum[ am Kerugian yang terjadi
: 2 11 _Dan me
yang terjadi pada P ersero2 (ch s€orane (il bukaniah ™ njad
jan ©
bukan karena kesalahar atau kelal?!
langgung jawabn)’a- ik salahan u Kelalaian yang
re
. e Jad “ i
Adapun keT ugid? s pire rersebut harus dimin‘akan
- a 1
: ksl P
dilakukan oleh seorang pir¢
peﬁanggungjawabaﬂﬂ)'a‘
H“-—-—-_______._-______________‘_‘_.-/

le B
Ibid., hal. 17.
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omisaris Teradap Pemegang Saham

wab Dewan K
t Hukum Islam.

::l?;nsns Tanggung Ja
at Kerugian Perusahaan Menurt
Selain  tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan yang
UUPT baru telah mengatur tunggung jawab

kerugian. Tanggung
115 UUPT, antard lain:

dite ;
itentukan dalam Udang-undang

m hal terjadi

jawab dewan

Dews: ——

ewan Komisaris dala
komisaris i i
misaris dalam hal kerugian di atur dalam pasal

pasal 15
1) Dalam hal terjadi kepailitan rend kesalahan atat kelalaian
Dewan Komisaris G2 n ; 1 l;k;m proBawest l:elr{l;;dap
aki re ckayaan
pengurusan yang [aksanakd € >
perseroan tidak cukup untu bay seluruh :&englban
perseroan akiba kepailitan tersept etia aﬂgg& ﬁb deewznn
Kol'ni:'aris gecard a'.lggll"é}’;; d;;k;tlbcrlg;ﬁﬁllﬂg jani ng
v ; s . . p an £ ¥ )
] :;1‘11‘5:1’1;()[‘1 Dl'ﬂ,kbl a dzk{f;lz;na . caksud @ at(1) perlaku Jugd bagl
“l Fanggtnie Jawab % ealls , sudah tidak menjabat 5 tahun
anggota Dewan K omisart> y ‘;it dsiucapkaﬂ
atal g I -
sebelum putusaﬂ myg-lldd{'l dd dapat dimjn[ai pertm]ggung
; jsarl t : i
3) Anggotd dewan X° | bagdl imaksud P2
awaban ¢ as kcpaillta" peritikan‘
ayat(1) apdbila dapat M mbu karer-z; esalahn - celalaianny®
. Kepaillt _tcrscbut bu onga den anitikad baik dan
b. ‘Tel melakukaﬂt g2 an P rseroan dan sesud! dengan
kchati-hatlan untuk keP n::::g
makst d fujud! persergng- pribadl, 1aup
Tidak me unyal kepe” ngurus leh ksi yans
. t'éia‘}lc  ngsung 2 tindak?” 5
i iafl. .
menga ibat kepamwfh t Kepada direksi Um mences
4. Telah emberlkan = andang 4272
= z ailit- '“ 18 deﬂgﬂ“ cny
terjadin apal’ v japat disebut &
Dalam Isiam misar’® [ sementard
Pihak i1 me“)“*d"’k ) | ihak g nyediak k wiraswast?
; pi
ydari® al atau J
pihak yang disebut & 5 Lol agants | dustri
- njala’ a
dan menajemen untuk men)
cuntuﬂgan

0|6h

dengan mem per

\
1
s

K
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Semua  kerugie
i' erugian yang terjadi  karena kewajaran bisnis laru
diperhitun N
gke srhad:
gkan terhadap laba sebelum kerugian itu dapat diperh
iperhitungkan
skipun demikian, kerugian bersih haru
. 5

lerhade eyt
ap equitl ;s-ufu'{)u/ mal me
udarib. Memaksakan

us dibagi rata dengan m
pula tidak boleh untuk

batas

dita {7
nggug sohibul mal tanpa har
hal ce -
semacam itu tidak dapal diterima karena itu
sohibul mal hanyalah se

a bahwa risiko S0

dipaksak .
paksakan prinsip umumny
g udarib sebatas waktu dan usaha.

o yang ditanggun
menjadi hak mudarib, maka sahibul mal

elanjutny

m « x
odal sedangkan risik

i keuntungah
a mdarib diminta

Jika disepakal
injaman dan s

gal pcmbcri pl
jawab nienge

ak‘ di bbbd
dn dll)&lndl—l”g C 08 J
mbalikﬂll mocC El]

an bertan ggung
jadi

men: .
anggung seluruh Lerugian d

balan jasa

plnjdﬂ‘lal]. Jik
'mpcroleh im

'\Lpddd pcm bcrl
a m udan 70

hak .sehi
k sohibul mal (entuny

7
terbatas hanya

Mmanaie
najemen yang dlbcrlkdnnyfi
u mudar

Liabilitas dari soft hibu! mal dali™
pada kontribusiny# jerahadaP modal ¢4
al perperan
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